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KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU DALAM PEMBANGUNAN
KAWASAN PERBATASAN ANTAR NEGARA DI PROVINSI RIAU

SUKARMAN
NPM.177322041

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh upaya mewujudkan Nawa Cita, yakni
“Membangun Indonesia dari Ringgiran dengan, Memperkuat Daerah-Daerah dan
Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan. Amanat‘agenda Pembangunan Nasional
direalisasikan dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.
Pemasalahan yang terjadi dikawasan perbatasan antar negara di Provinsi Riau
khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti dilihat dari _minimnya sarana
infratruktur yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti sehingga kebijakan
nasional untuk memperkuat daerah perbatasan dan pinggiran tidak tercapai.
Tujuan penelitian ini untuk menganaisis hubungan koordinasi yang terjadi antara,
pemerintah provinsi riau dengan pemerintah kabupaten kepulauan meranti dalam
melakukan pembangunan kawasan perbatasan antar negara dan.membahas faktor-
faktor yang menghambat dalam..melakukan.keordinasi.Jenis yang digunakan
dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan
penelitian kualitatif. Jenis data penelitian adalah data primer dan data sekunder.
Teknik pengumpulan data., dalam penelitian «ini adalah- dokumentasi dan
wawancara. Teknis analisis datatyang, digunakan adalah analisis data deskriptif
kualitatif. Hasil ~penelitian ini menunjukkan bahwa Kkoordinasi Pemerintah
Provinsi Riau bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti kurang optima
dilihat beberapa iIndikator penilaian koordinasi seperti kompetensi partisipan
dalam pengusulan perencanaan kegiatan yang kurang baik dalam menyiapkan
dokumen-dokumen pendukung dan pada pencairan. anggaran yang tidak dapat
dilakukan oleh pemerintah. provinsi riau bersama kabupaten kepulauan meranti
sehingga program yang sudah disepakati oleh.pemerintah tidak dapat terealisasi di
daerah. Kemudian dilihat dari indikator kesadaran pentingnya dalam koordinasi
ketaatan pemerintah dalam melakukan pencairan anggaran serta insentif
koordinasi yang berupa sanksi kepada pemerintah provinsi riau dan pemerintah
kabupaten kepulauan meranti dari pemerintah berupa penudaan dan pembatalan
anggaran APBN sehingga untuk mewujudkan penguatan pembangunan kawasan
perbatasan tidak dapat terealisasi dengan baik.

Kata Kunci: Koordinasi, Pembangunan , Kawasan Perbatasan



COORDINATION REGIONAL OF PROVINCE RIAU IN DEVELOPMENT OF
BORDER AREAS BETWEEN COUNTRIES IN PROVINCE RIAU

SUKARMAN
NPM.177322041

ABSTRACT

This research is efforts to realize Nawa Cita, namely "Building Indonesia
from the Fringe by Strengthening 'Regions and,Villages in the Framework of the
Unitary State.. The mandate of the National Develepment agenda is realized in
the form of Presidential Regulation Number 2 of 2015 concerning the National
Medium-Term Development Plan (RPJMN) for 2015-2019. Problems that occur
in the border regions between Riau Province, especially in the Regency of
Meranti Islands, are seen from the lack of infrastructure in the Meranti Islands
Regency so that national policies to strengthen border and periphery areas are
not achieved. The purpose of this study is to analyze the coordination relationship
that occurs between the Riau provincial government and the Meranti archipelago
government in developing border areas between countries and discuss factors that
hinder coordination.The type used in this research is descriptive research with a
qualitative research approach. The type of research data is-primary data and
secondary data: Data collection techniques in this study were.documentation and
interviews. Thedata analysis ‘technique lused “is descriptive qualitative data
analysis. The results of this study indicate that the coordination of the Riau
Provincial Government along with the Meranti Islands District Government is
less optima seen by several indicators of coordination assessment such as
participant competency iIn proposing activity planning that is not good in
preparing supporting documents and budget disbursement that can not be done by
the Riau provincial government together. Meranti Island District so that the
program agreed upon by the government cannot be realized in the region. Then
seen from the indicators of awareness of the importance in coordinating
government compliance in disbursing the budget as well as coordinating
incentives in the form of sanctions to the Riau provincial government and the
island government of meranti from the government in the form of budgeting and
cancellation of the APBN budget so as to realize the strengthening of border
development cannot be realized properly.

Keywords: Coordination, Development, Border Areas
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PENDAHULUAN

rakyat, ses
pemberdaya
dilakukan Ie
menyusun d
wilayah neg

pembangunan

<
\\i@"'* |

aborasi terhadap dokumen
perencanaan berupa RPJPN, F RKP. Kawasan perbatasan negara
dikenal sebagai wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis

berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas. Kawasan

perbatasan terdiri dari kawasan perbatasan darat dan laut, yang tersebar secara
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luas dengan tipologi yang beragam, mulai dari pedalaman hingga pulau-pulau
kecil terdepan/terluar.t

Pembangunan kawasan perbatasan yang sinergi sebagai upaya mewujudkan
Nawa Cita, yakni®“Membangun. Indonesia.dari Pinggiran.dengan Memperkuat
Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan”. Amanat agenda
Pembangunan Nasional direalisasikan dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 2
Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Vienengah Nasional (RPJIMN)
Tahun 2015-2019, yang intinya menjelaskan salah satu berkaitan dengan
peletakan dasar-dasar dimulainya Desentralisasi Asimetris dengan Pengembangan
Kawasan Perbatasan, Pengembangan Daerah Tertinggal, Pembangunan Desa dan
Kawasan Perdesaan, dan Penguatan Tata Kelola dan Peningkatan Kualitas
Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-tUndang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah yang menegaskan di pasal 361 ayat (7) bahwa Pemerintah Pusat wajib
membangun kawasan perbatasan agar tidak tertinggal dengan kemajuan kawasan
perbatasan di negara tetangga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 tahun
2008 tentang Wilayah Negara juga menegaskan bahwa badan pengelolaan adalah
badan yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengelola batas
wilayah negara dan kawasan perbatasan, dengan adanya otonomi daerah sangat

bermanfaat bagi proses pembangunan dan kemasyarakatan, termasuk didalamnya

! Bappenas-BNPP. 2010. Draft Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan
Perbatasan. Decentralization Support Facility (DSF) BAPPENAS — BNPP- Jakarta: PT.Pillar
Pusaka Inti..HIm 63

2 Laporan Penyusunan Rencana Induk Dan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan
Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016. Kerja sama BPPD Provinsi Riau dengan Lembaga Penelitian
Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Riau.
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pembangunan bagi masyarakat di pulau besar dan pulau-pulau kecil dimana
kawasan pulau-pulau terluar menjadi batas negara Indonesia dengan negara lain.

Arti penting kawasan perbatasan, memiliki potensi sumber daya alam yang
bisa dilakukan . pemanfaatannya oleh _pemerintah  ‘untuk meningkatkan
pertumbuhan perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
termasuk juga daerah yang memiliki, pulau-pulau kecil terluar. Bagi pertahanan
dan keamanan negara kawasan perbatasan menjadi sangat strategis untuk
dilakukan. Potensi sumberdaya alam (hutan, tambang dan mineral, perikanan dan
kelautan) yang dimiliki oleh kawasan perbatasan bernilai ekonomis yang sangat
besar bagi masyarakat terutama yang terbentang di _sepanjang dan di sekitar
perbatasan negara, namun hal ini terjadi kesenjangan pembangunan kawasan
perbatasan dengan negara tetangga.®

Kondisi kesenjangan-, kawasan perbatasan _disebabkan oleh masih
terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi seperti sarana dan
prasarana perhubungan, telekomunikasi, permukiman, perdagangan, listrik, air
bersih, pendidikan, ‘dan kesehatan. Keterbatasan sarana dan prasarana social
ekonomi di kawasan perbatasan  tersebut..menyebabkan minimnya kegiatan
investasi, rendahnya optimalisasi pemanfaatan SDA, rendahnya penciptaan
lapangan pekerjaan, sulit berkembangnya pusat pertumbuhan, keterisolasian
wilayah, serta rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Sehingga kondisi

kesenjangan ini membuat kondisi kawasan perbatasan menjadi isu strategi untuk

: Suprayoga Hadi ”Program Pembangunan Kawasan Perbatasan” Direktur Kawasan Khusus Dan
Daerah Tertinggal, Bappenas

20



melakukan pembangunan sarana prasarana dan peningkatan pemberdayaan
kepada masyarakat agar terjadinya pemerataan ekonomi dan kesejahteraan.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk memperhatikan masalah keamanan
masyarakat. Terutama persoalan_yang berkaitan dengan. pelayanan kepada
masyarakat luas (public services) serta pembangunan berbagai infrastruktur
maupuan  fasilitas yang _dibutuhkan Soleh, . masyarakat. Penyelenggaraan
pemerintahan harus. mampu mengatasi persoalan-persoalan riil yang dihadapi
masyarakat, setidaknya memberikan fasilitasi secara maksimal sehingga
masyarakat mampu mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapinya. Koordinasi
antar instansi pemerintah dengan pemerintah daerah baik di tingkat provinsi dan
kabupaten/kota* menjadi sangat penting dalam mewujudkan pembangunan
kawasan perbatasan terlebih lagi untuk daerah kawasan perbatasan antar negara
yang dapat menganggu kedaulatan negara Republik Indonesia:

Provinsi Riau salah satu provinsi. yang memiliki. pulau-pulau Kkecil
dibeberapa kabupaten yang berbatasan dengan negara lain yakni negara malaysia,
sehingga dibutuhkan penangangan khusus dan.strategi dalam membangun
kawasan perbatasan negara tersebut. ‘Secara- geografis Perbatasan antar negara
Provinsi Riau berada pada posisi strategis yang mempunyai arti penting dalam
geopolitik dan perekonomian nasional dan regional karena berada di jalur
perdagangan internasional. Provinsi Riau melalui Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2014 Tentang Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau, menjelaskan bahwa telah

membentuk badan pengelola perbatasan daerah, kemudian dirincikan tugas pokok
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dan fungsi dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2015 Tentang
Rincian Tugas, Fungsi Dan Tatakerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Provinsi Riau. sehingga diharapakan melalui badan pengelola perbatasan daerah
di Provinsi Riausdapat  meningkatkan, mengelola dan membangun kawasan
perbatasan lebih baik dengan mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Melalui Peraturan DagraheRrovinsicRiau, Nomor 4 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, menjelaskan bahwa
badan pengelolaan perbatasan daerah di Provinsi Riau telah dihapuskan, dan kini
pengelolaan perbatasan telah dilakukan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Riau
pada bidang biro pemerintahan sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 98
Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas.Dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Kondisi perubahan kebijakan
pemerintah daerah ini_tentu _membawa pengaruh dalam -pengelola kawasan
perbatasan antar negara di Provinsi Riau.

Pemerintah daerah Provinsi Riau memiliki tugas, wewenang, dan fungsi
untuk melakukan pembangunan daerah perbatasan antar negara. Gubernur sebagai
wakil pemerintah pusat di daerah melakukan.perpanjangan tangan atas kebijakan
dekonsentrasi dari pemerintah. Urusan pemerintahan umum yang dilakukan
gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tercantum di dalam Undang-Undang 23
tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 25 ayat 1 yang menjelaskan
cakupan urusan pemerintah umum salah satunya berkaitan dengan koordinasi
pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah

provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang
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timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan,
keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melaksanakan  “urusan...pemerintahan® umum eleh gubernur dan
bupati/walikota dalam kewenangannya sesuai dengan wilayah administratif yang
telah diatur sesuai peraturan. perundang-tndangan terhadap kebijakan nasional.
Melaksanakan urusan ‘pemerintahan umum di wilayah pemerintahan daerah
provinsi dan kab/kota dibiayai dari dana APBN. Pembahasan mengenali
penyelenggaran urusan pemerintahan umum maka dilakukan forum koordinasi
pimpinan di daerah yang disebut Forkopimda ‘ditingkat provinsi, kab/kota dan
kecamatan, untuk meninjau akan urusan yang kewenangannya diberikan oleh
pemerintah kepada pemerintah daerah. Pertanggung jawaban akan urusan
pemerintahan umum maka gubernur bertanggungsjawab kepada Presiden melalui
Menteri dan bupati/wali kota bertanggung jawab kepada Menteri melalui
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Penyelenggaraan  urusan pemerintahan berkaitan dengan kebijakan
nasional dalam pembangunan kawasan perbatasan antar negara di Provinsi Riau
maka dilakukan forum-forum koordinasi di pemerintah daerah Provinsi Riau dan
di tingkat kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh
gubernur selaku pemerintah pusat di daerah. kewenangan di tingkat pemerintah
Provinsi Riau dilakukan oleh biro pemerintahan dan otonomi daerah dalam
membantu gubernur dalam urusan pembangunan kawasan perbatasan antar

negara. Namun pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya melibatkan biro
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pemerintahan dan otonomi daerah di sekretariat daerah Provinsi Riau tetapi
melibakan beberapa instansi terkait seperti Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan dan beberapa Satuan Kerja
Perangkat Daerah(SKPD) yang.memiliki kewenangan dalam. pembangunan.
Peraturan Gubernur Riau Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan' Organisasi, Tugas _Dan Fungsi;: Serta, Tata Kerja Sekretariat Daerah
Provinsi Riau, memberikan kewenangan kepada Biro Pemerintahan dan otonomi
daerah dalam  menyusun penganggaran Kkebijakan pembangunan dengan
melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan pengelolaan batas wilayah antar
Negara. Berbagal permasalahan di daerah kawasan perbatasan negara di Provinsi
Riau seperti rendahnya infrastruktur pelayanan dasar di perbatasan yang masih
tertinggal antara lain jalan darat, jaringan perhubungan laut dan udara,teknologi
informasi, jaringan komunikasi, energi, keamanan energi:* Kemudian Masih
rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia di perbatasan yang memiliki daya saing
dengan negara lain seperti malaysia. Beberapa daerah kab/kota Provinsi Riau
terdapat fokus lokasi perbatasan antar negara antara lain :
1. Kabupaten Rokan Hilir.di Kecamatan Sinaboi, Kecamatan Pasir Limau
Kapas , dan Kecamatan Bangko.
2. Kabupaten Bengkalis di Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Rupat.
Kecamatan Rupat Utara, Kecamatan Bantan, dan Kecamatan Bengkalis
3. Kabupaten Kepulauan Meranti di Kecamatan Rangsang, Kecamatan
Rangsang Barat, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kecamatan Merbau,

Kecamatan Pulau Merbau dan Kecamatan Tasik Putri Puyu
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4. Kabupaten Indragiri Hilir di Kecamatan Kateman dan Kecamatan Pulau
Burung

5. Kota Dumai di Kecamatan Dumai

Kecamatan Dumai,

Barat,

tantangan
terlebih la
minimnya
pembangu

masih ter

Terbatasan A

No | Kabupaten | Jumlah Fasilitas Pendidikan
/ penduduk Puskesmas | Jumlah Siswa | Ruang
Kota Sakit Pembantu | SD s/d SMA | Kelas

1 Indragiri 703.734 4 25 125 151.757 | 4.417
Hilir

2 Bengkalis 543.987 6 11 52 142.162 | 4.484

3 Rokan Hilir 644.680 4 17 77 159.244 | 4.789

4 Kepulauan 181.095 1 9 41 41.985 | 1.589
Meranti

5 Dumai 285.967 3 10 12 65.729 | 1.748

Sumber : Olahan data BPS Provinsi Riau (Profil pendidikan dan Profil Kesehatan), 2017
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Berdasarkan tabel diatas bahwa kondisi fasilitas kesehatan dan pendidikan
dibeberapa kabupaten tidak sebanding dengan jumlah penduduk dan jumlah siswa
yang perlu mendapatkan pelayanan. Terlihat bahwa kabupaten kepulauan meranti
memiliki fasilitas  kesehatan-dan_pendidikan-yang paling.minim dibandingkan
dengan_kabupaten/kota perbatasan negara lainnya di Provinsi Riau. Sehingga
dalam penelitian ini akan berfokus ‘pada-Kabupaten Kepulauan Meranti dalam
melakukan pembangunan daerah perbatasan dengan  melihat koordinasi yang

dilakukan pemerintah daerah kabupaten dengan pemerintah daerah provinsi

Penelitian ini menarik untuk dilakukan dengan pertimbangan bahwa
pentingnya pembangunan kawasan perbatasan sebagaimana fungsi pemerintah
yakni sebagal Pembangunan, dalam melakukan perwujudan untuk kepentingan
masyarakat maka perlu untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan secara
sistematis, dan terencana. ‘Melakukan jpembangunan penting dilakukan dengan
mempertimbang koordinasi antar pihak terkait karena pembangunan daerah
perbatasan dilakukan berjenjang strategis dari pemerintah pusat ke daerah dengan
melihat kebutuhan yang diusulakan pemerintah. daerah. Berdasarkan hasil
identifikasi peneliti, pembanguanan kawasan perbatasan negara menarik untuk
dilakukan penelitian dan pengembangan seperti yang telah dipublikasikan dalam
jurnal-jurnal ilmiah, diantaranya :

Penelitian yang dilakukan olen Sonny Sudiar yang berjudul
“Pembangunan Wilayah Perbatasan Negara: Gambaran Tentang Strategi
Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat di Provinsi Kalimantan Utara”.

Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan pengelolaan kawasan perbatasan
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darat yang terdapat di Kalimantan Utara yang tepatnya berada di Kabupaten
Malinau dan Kabupaten Nunukan tersebar dimana berbatasan langsung dengan
negara tetangga Malaysia. Posisi yang berdekatan memungkinkan terjadinya
interaksi dan aktivitas-aktivitas.lintas batas.negara antar masyarakat di kawasan
perbatasan darat tersebut.*

Kemudian penelitian yang'dilakukan eleh gevisioner, rindukasih bangun,
dan karyanti dengan judul “strategi pembangunan berbasis masyarakat di
kecamatan perbatasan negara di provinsi riau”’. Pembahasan penclitian yang
dilakukan dengan menggunakan Analisis data . kuantitatif yang dalam
pembangunan perlu adanya sebuah pendekatan pembangunan yang menjamin
kelesttarian dalam keseimbangan ekologi dan peningkatan ekonomi untuk daerah
kecamatan perbatasan yang memiliki wilayah pesisir. Hal ini perlu diilakukan
secara berkelanjutan dan terpadu, dengan fokus pembangunan pada masyarakat
sehingga masyarakat sebagai pemangku kepentingan dalam memberikan
dorongan untuk membangun kawasan perbatasan Negara dengan strategi
peningkatan kesejahteraan mas.yarakat.5

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Budi Hermawan Bangun yang
berjudul “Konsepsi dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara: Perspektif
Hukum Internasional”. pembahasan penelitian ini melihat bagaimana pengelolaan

dari segi hukum yang mengantur masyarakat diperbatasan, karena pembangunan

* Sonny Sudiar, 2015. Pembangunan Wilayah Perbatasan Negara: Gambaran Tentang Strategi
Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat di Provinsi Kalimantan Utara. Jurnal Administrative
Reform, Vol.3 No.4 , Oktober - Desember

> Gevisioner, rindukasih bangun, dan karyanti, 2013. strategi pembangunan berbasis masyarakat
di kecamatan perbatasan negara di provinsi riau. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi
Riau. Jurnal Bina Praja] Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret : 53 - 62
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wilayah perbatasan tidak bisa hanya menggunakan perspektif geografis dan
perspektif politik saja, tetapi juga harus menggunakan perspektif sosial karena
akan berbicara tentang orang-orang yang menghuni dan melintasi perbatasan.
Sehingga mekanisme hukum internasional _menunjukkan pentingnya penguasaan
efektif (effective occupation), oleh Karena itu sangat diperlukan pengauatan
regulasi-regulas nasioanal.’

Terkait dengan beberapa peneltian di atas dapat di simpulkan bahwa
penelitian pertama lebih menekankan kepada sektor pembangunan di wilayah
perbatasan = darat sehingga berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis
dimana melihat sector pembangunan perbatasan antar Negara untuk wilayah
pesisir/kepulauan. Kemudian dalam penelitian kedua menekankan kepada strategi
pembangunan dari segi perspektif masyarakat melalui analisis kuantitatif,
sehingga berbeda dengan penulis yang melakukan pendekatan pembangunan
melalui fungsi dari kelembagaan stockholders yang melakukan pembangunan.
Selanjutan penelitian ketiga menekan kepada prespetif hukum dalam mengkaji
kawasan perbatasan, diperlukan penguatan regulasi nasioanl. Melalui beberapa
jurnal penelitian tersebut “peneliti menganalisi masih belum terdapat yang
mengkaji tentang fungsi kelembagaan di tingkat provinsi maupun daerah dalam
pembangunan kawasan perbatasan di daerah pesisir/laut, sehingga penelitian
kawasan perbatasan antar Negara di Kabupaten Kepulauan Meranti ini relatife

bisa untuk di teliti dan dikembangkan.

® Budi Hermawan Bangun , 2017. Konsepsi dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara:
Perspektif Hukum Internasional. Tanjungpura Law Journal, VVol. 1, Issue 1, January : 52-63.
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Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu kabupaten yang
memiliki kondisi perbatasan dengan Negara Malaysia, Kondisi geografis yang
terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil sehingga Kabupaten Kepulauan Meranti
dibutuhkan strategi pembangunan_yang berbeda dengan kabupaten/kota lainnya
yang ada di Provinsi Riau. Pemekaran yang terjadi di Kabupaten Kepulauan
meranti tanggal 19 Desember-2008" pada awalnya termasuk daerah Kabupaten
Bengkalis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12" Tahun 2009, tanggal 16
januari 2009 maka atas dasar hukum tersebut resmi berdirinya kabupaten
Kepulauan Meranti adalah, sehingga Kini menjadi kabupaten termuda yang
dibentuk, sampai sekarang sudah menyelenggarakan pemerintahan dan
pembangunan daerah selama 10 tahun. Untuk itu sangat diperlukan pembangunan
kawasan perbatasan Negara di Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah masuk

dalam kategoriwilayah 3T yakni daerah tertinggaly terluar dan terdepan.

Kondisi pembangunan dari segi infrastruktur Pemukiman seperti jalan, air
bersih, sanitasi dan pembangkit listrik di kawasan perbatasan negara di kabupaten
Kepulauan Meranti juga mengalami ketimpangan dan dalam kondisi masyarakat
yang yang belum menikmati pelayanan  pemerintah. Beberapa kondisi
pembangunan infrastruktur Pemukiman di kawasan perbatasan antar negara di

kabupaten Kepulauan Meranti, antara lain :

Tabel 1.2 Kondisi Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Perbatasan
Antar Negara Kabupaten/Kota di Kabupaten Kepulauan Meranti

No

Kabupaten/ Panjang Jalan Sumber Air Minum Jumlah Desa
Kota (KM) (%) Berlistrik
Kab/Kota | Provinsi | Terlindungi Tidak Telah | Belum
Terlindungi
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Kepulauan 941.79 - 11.68 88.32 36
Meranti

37

Sumber : Olahan data BPS Provinsi Riau, PLN 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat dipahamni bahwa kondisi infrastruktur
jalan tidak memiliki jalan provinsi,. hal. ini dikarenakan kabupaten Kepulauan
Meranti terdiridari pulau-pulau dan penyebaran jalan juga tidak menyeluruh
keseluruh desa-desa yang. ada: Begitu juga‘’kondisi sumber air.minum masih
terdapat masyarakat menggunakan air yang tidak terlindungi di kabupaten
Kepulauan meranti 88.3 %, Kemudian dari segi cakupan pelayanan infrastruktur
listrik masih terdapat banyak desa yang belum terjangkau mendapatkan cakupan

listrik di kawasan perbatasan antar negara.

Kondisi geografis perbatasan antar. Negara bagi Kabupaten Kepulauan
Meranti kini semakin berkurang, hal ini dikarenakan abrasi setiap tahun akan
mengikis 15-30.meter daratan: danikini-sudah-700 Hekter.daratan yang sudah
terkikis sepanjang daerah pesisir yang berbatas langsung dengan selat malaka
seperti pada kecamatan rangsang, namun proyek penahan pantai sistem
engineering dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI tahun 2017
belum juga dilakukan’. Perubahan geografis tentu akan berpengaruh terhadap
pergeseran garis pantai sehingga menyebabkan batas wilayah juga bergeser.
Apabila tidak dilakukan penegasan dan pemeliharaan terhadap garis pangkal
(garis yang disusun oleh titik pasang surut terendah), tentu akan menimbulkan

konflik internasional terhadap batas Negara.

"http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/09/25/700-hektare-daratan-desa-topang-kepulauan-
meranti-ditelan-laut-warga-harapkan-penahan-abrasi?page=3 di akses pada 2 April 2019
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Melalui Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 8
Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2017,

telah di anggarkan oleh pemerintah pusat anggaran APBN sebesar

Pengelola
Perbatasan
Negara Ta anggaran APBN
sebesar 3 pvinsi riau telah

an Nasional
Pengelola si Pengelolaan
Perbatasan APBN untuk
kawasan perbatasa ebese .9 )0, dan untuk kawasan
perbatasan daera insi ria : ) 34,00. Penganggaran

untuk daerah alami peni unnya dan untuk
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Tabel 1.3 Realisasi Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan Negara di
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017

No Program/kegiatan Anggaran Sumber Keterangan
(Rp) pembiayaan
1 | Bidang Air Minum 5.799.000.000 | DAK Penugasan | Terlaksana
2 | Bidang perumahan dan pemukiman 2.481.000.000 | .DAK Afrimasi Terlaksana
3 | Pengadaan kapal Lintas | 10.000.000.000 | APBN Tidak Terlaksana
Penyeberangan Pulau Tebing
Rangsang
4 | Pembangunan Ruang Tunggu | 2.000.000.000 | APBN Tidak Terlaksana
Pelabuhan Pulau Rangsang
5 | Pelabuhan Pulau Tebing Tinggi 16.000.000.000" | APBN Tidak Terlaksana
6 | Pembangunan . Dermaga “-* Tanjung | 7.000.000.000 | APBN Tidak Terlaksana
Motong Desa Bantar
7 | Pembangunan Dermaga | 10.000.000.000 | APBN Tidak Terlaksana
Penyeberangan
8 | Program Peningkatan Kompetensi 450.000.000 Dekon Tidak Terlaksana
Tenaga Kerja dan Produktivitas
9 | Program Penempatan dan Perluasan 2.052.400.000 | Tugas Tidak Terlaksana
Kesempatan Kerja Pembantuan dan
APBN
110 | Program Pengembangan Hubungan 60.000.000 Tugas Terlaksana
Industrial dan Peningkatan Jaminan Pembantuan
Sosial Tenaga Kerja
13 | Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar 3.691.000.000 | DAK Reguler Terlaksana
14 | Bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan | 1.385.000.000 | DAK Reguler Terlaksana
15 | Bidang Pelayanan Kesehatan 3.542.000.000. ; ["DAK Reguler Terlaksana
Kefarmasian
16 | Kesehatan Pembangunan Gedung 7.197.000.000 | DAK Afrimasi Tidak Terlaksana
Puskesmas
17 | Pembangunan / Revitalisasi Pasar 1.588.000.000 | DAK Penugasan | Terlaksana
Pulau Merbau
18 | Program Pembangunan /'Penigkatan 10.000.000.000 | APBN Tidak Terlaksana
BTS 5 kecamatan
19 | Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga | 800.000.000 APBN Tidak Terlaksana
Daya di Kecamatan Pulau Merbau
20 | Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga | 1.200.000.000 | APBN Tidak Terlaksana
Daya di Kecamatan Merbau
21 | Bidang Pendidikan SD 6.225.000.000 | DAK Reguler Terlaksana
22 | Bidang Pendidikan SMP 2.495.000.000 | DAK Reguler Terlaksana
23 | Bantuan Kapal Untuk Nelayan, Alat 3.400.000.000 DAK / Tugas Terlaksana
Tangkap, Sarpras Pendukung Pembantuan
24 R_ehabilitasi dan Konserva_si_ 5.800.000000 | DAK Tidak Terlaksana
Lingkungan Kawasan Pesisir
25 | Pengadaan Rumpon Apung di 1500.000.000 | DAK Tidak Terlaksana
Kawasan Perbatasan
26 | Pembinaan Kelompok Usaha Bersama 1500.000.000 | Dekon Tidak Terlaksana

(KUB)

Sumber : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2019
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Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi rencana program

pembangunan kawasan perbatasan antar Negara di Kabupaten Kepulauan Meranti

tahun 2017 tidak terlaksana dengan baik. Terdapat beberapa program dan kegiatan

yang anggarannya tidak turun-dari pemerintah-sehingga mengalami kesenjangan

pembangunan ditingkat daerah. sehingga pada tahun 2018 dilakukan perencanaan

ulang terhadap pembangunan,kawasan “perbatasan di Kabupaten Kepulauan

Meranti.

Kabupaten Kepulauan Meranti

Tabel 1.4 Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2018 di

4 Sumber
No Program/kegiatan Anggaran (Rp) pembiayaan
1 | Program Bina Administrasi | 2.000.000.000 APBN
Kewilayahan, Pembangunan Sarana
Prasarana Pemerintahan di (TP)
2 | peningkatan Kualitas Perumahan | 154.835.000.000 | APBN
Swadaya dan Pembangunan SPAM
Perdesaan
3 | Pembangunan  Dermaga ‘ Lintas'| 16.000.000.000 | APBN
Penyeberangan  Pulau  Tebing-
Rangsang
4 | Pembangunan Dermaga Tanjung | 10.000.000.000 | APBN
Motong Desa Bantar
5 | Pembangunan fasilitas puskesmas 11.550.000.000 | APBN
6 | Program Peningkatan Kompetensi.| 450.000.000 Dekon
Tenaga Kerja dan Produktivitas
7 Program Penempatan dan Perluasan | 2.052.400.000 APBN dan Tugas
Kesempatan Kerja Pembantuan
8 | Program Pengembangan Hubungan | 60.000.000 Tugas
Industrial dan Peningkatan Jaminan Pembantuan
Sosial Tenaga Kerja
9 | Pembangunan fasilitas pendidikan 10.842.000.000 | APBN
10 | Pembangunan dan revitalisasi pasar | 11.500.000.000 | APBN dan
TugasPembantuan
11 | Bidang komunikasi dan informatika | 20.121.273.720 | APBN
12 | pembangunan/Peningkatan PLTS 20.000.000.000 | APBN
13 | Bidang kelautan dan perikanan 3.900.000.000 APBN

Sumber : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2019
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Perencanaan dan Realisasi pembanguan kawasan perbatasan antar Negara
di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam kegiatan anggaran sering terjadinya

penundaan proyek pembangunan dan masih belum maksimalnya daerah dalam

pembangu ke A elum mampu
menyiapaka ata 0 § g an koordinasi antar
lembaga d

pembangung

di atas dan juga

fungsi biro

antar Negara di Kabt Q nti, adanya beberapa indikator
“\\‘%

permasalahan yang ditemukar ung dilakukannya suatu penelitian
secara akademis :
1. Hubungan Instansi pemerintah daerah tingkat Kabupaten dan Provinsi
dalam Pembangunan kawasan perbatasan antar Negara masih belum
memiliki singkronisasi yang berkelanjutan terhadap sarana infrastruktur

pemukiman, pendidikan dan kesehatan serta akses infrastruktur jalan yang

masih belum menyeluruh ke daerah-daerah. Hal ini dilihat dari koordinasi

34



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

antar pemerintah daerah yang belum maksimal dalam mempersiapkan data
pendukung kebutuhan pembangunan dan memfasilitasi kesiapan daerah

untuk mengusulkan rencana anggaran pembangunan melalui anggaran

Provinsi Riau dikelola oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah
berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2015 Tentang
Rincian Tugas, Fungsi Dan Tatakerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Provinsi Riau. Namun kebijakan kawasan perbatasan tersebut dihapus, dan

sekarang dikelola oleh Sekretariat Daerah Provinsi.
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1.3 Rumusan Masalah

Kebijakan dalam pembangunan kawasan perbatasan antar negara bertujuan

untuk mensejahterakan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dasar

menyusun . pe - legara. : pat di tarik

pertanya

Pembangunan
ranti ?
Provinsi Riau

di Kabupaten

Provinsi Riau dan pemerintah da oupaten Kepulauan Meranti terhadap
Perencanaan pengusulan program-program dan realisasi pembangunan
infrastruktur yang berasal dari dana DAK, APBN, dan Dekonsentrasi. Lokasi
penelitian di Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan kondisi ketimpangan
pembangunan dibandingkan Kabupaten lain di Provinsi Riau dan secara geografis
daerah kepualauan yang terdiri dari beberapa pulau besar dan kecil serta

Kabupaten yang termuda atas pemekaran dari Kabupaten Bengkalis tahun 2009.
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1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.5.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam

abupaten Kepulauan

Nty

1. Secara

khasana

- -4

4
.93

mengelola dan mengembangkan pembangunan kawasan perbatasan antar
negara dan sebagai pertimbangan dalam kebijakan selanjutnya, juga sebagai

acuan peneliti lainnya untuk melakukan perbandingan penelitian.
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BAB Il

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Dalam rangka memperjelas uraian dan mendapatkan pengertian-pengertian

yang lebih mer esuai denge ) diketengahkan, maka dibawah ini

berkaitan
2.1 Konse

Teori ada angka : proposisi yang
berfungsi u 3 a secara sis yesifikasi hubungan
antar varia

fenomena.®

2.1.1 Konsep Pemerintahan dan Organisasi

Pemerintahan merupakan Suatu organisasi atau lembaga yang diberikan
legitimasi atau keabsahan oleh rakyat untuk menyelenggarakan kekuasaan pada
suatu Negara dan dilengkapi dengan alat-alat kelengkapan Negara sebagai

sarana pendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu pada

8Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Penerbit Cv
Alfabeta,. him.25
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intinya pemerintahan tmerupakan suatu organisasi atau suatu institusi yang
mendapatkan keabsahan untuk dapat menjalankan tugas-tugas dalam Negara
dari rakyat (sebagai pemegang kedaulatan tertinggi pada Negara demokrasi)
melalui suatu _p i d 3 ala tugas-tugas Negara

)an Negara,

penyelenggara emerintahan a 1: ah akan “lumpuh”,

karena ka : 1 saja tentunya : Jak akan mampu

selanjutnya beralih dengan berfokus pada memelihara ternak dan bercocok tanam.
Mereka ini pada umumnya dari sekelompok pengembara menjadi terus ke
kelompok yang menetap, yang kemudian dalam perkembangan selanjutnya

terbentuklah pemerintahan yang primitif untuk mengelola dan mengurus urusan

°Rauf, Rahyunir. 2018 Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi,
dan Tugas Pembantuan) Pekanbaru: Zanafa Publishing. him. 6.
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pertahanan secara bersama untuk menghadapi berbagai serangan dari binatang
buas maupun serangan dari musuh yang datang dari kelompok lain.*°

Selanjutnya, dalam suatu perjalanan panjang perkembangan sejarah
pemerintahan pada sumber yang lain mengatakan dalam-proses Pemerintahan
yang awal dibentuk untuk menghindari situasi yang dihuni manusia mengalami
kekacauan dan ketidak teraturan Keadaan, itu kemudian memaksa lahirnya
seseorang dengan pengaruh yang ditimbulkannya untuk membentuk kelompok
lain. Dalam - perkembangannya kelompok inilah yang kemudian menjadi
kelompok istimewa untuk melakukan apa saja bagi kepentingan perlindungan dan
penyelamatan masyarakat. Kelompok tersebut pada akhirnya menjadi kelompok
minoritas yang-memiliki otoritas tak terbatas dengan tujuan yang dapat mereka
lakukan atas nama kelompok mayoritas (rakyat) atau bahkan atas keinginan atau
kehendak mereka sendiri."*

Kelompok tersebut kemudian menjadi pihak yang mengklaim diri sebagali
satu-satunya yang paling berhak memerintah atau “Pemerintah”. Pemerintah
kemudian diartikan" sebagai kelompok orang yang bertanggung jawab atas
penggunaan kekuasaan/exercising power.(The International Encyklopedia of
social science). Aktivitas Pemerintah dalam upaya memelihara kedamaian dan
keamanan Negara kemudian menjadi kewenangan utama, baik secara internal
maupun eksternal.

Dalam keadaan demikian Max Weber menyimpulkan bahwa Pemerintah

tidak lain merupakan apapun yang berhasil menopang klaim bahwa dialah yang

10y i

Ibid, him. 7.
1) abolo Muhadam, 2011. Memahami ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori Konsep dan
Pengembangannya, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, him.25
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secara eksclusif berhak menggunakan kekuatan fisik untuk memaksakan aturan-

aturannya dalam suatu wilayah tertentu. Atas eksclusifisme tersebut sebuah

Pemerintahan memiliki paling tidak tiga hal pokok yaitu pertama, memiliki

paling umum untuk melakukan tanggungjawab tertentu guna mempertahankan
sistem serta mempertahankan monopoli praktis lewat kekuasaan secara paksa.

cenderung melihat kondisi tersebut sebagai suatu gejala kekuasaan semata,

2|pid, hal 27
Bbid, hal 27
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sehingga Pemerintah dipandang sah dalam melakukan intervensi secara monopoli
sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kepentingan umum.**

Disatu kedudukan Pemerintahan sebagai sebuah organisasi dari kelompok
orang yang memiliki kekuasaan, dimana melalui kekuasaan tadi manusia dapat
diperintah. Bahkan ia juga melinat Pemerintahan sebagai sebuah perusahaan besar
dari segala perusahaan manusia.yang ada. Pengembangan lebih lanjut, atas konsep
Pemerintahan sesungguhnya lahir dari pendekatan oleh banyak filosof politik
sebelumnya sebab bagaimanapun dapat dipahami bahwa konsep Pemerintahan
dengan segala kelebihan maupun kekurangannya tetap diakui merupakan bagian
dari kajian ilmu politik pada skala makro."

Berhubungan dengan itu dalam pandangan politik Pemerintah dipahami
sebagai bagian dari tiga cabang kekuasaan sebagaimana yang dikembangkan
lewat Trias Politica oleh /Montesquie. Selain, legislatif dan yudikatif cabang
eksekutif dianggap sebagai pengertian - Pemerintahan _dalam arti sempit.
Pengkhususan tersebut mengandung konsekuensi atas pertanyaan selanjutnya
tentang bagaimana proses Pemerintahan dalam arti-Sempit tadi dapat bekerja
secara efektif ditengah-tengah. masyarakat- persoalan ini tak kurang telah
merangsang sekelompok sarjana dibidang administrasi Negara untuk menguraikan
bagaimana konsep Pemerintahan sebagai ilmu dapat bekerja melalui Lembaga-
Lembaga yang ada selaku pelaksana setiap keputusan politik.*°

Sedangkan pengertian pemerintahan menurut pandangan ahli lainya, yakni

Taliziduhu Ndraha , bahwa: pengertian pemerintahan adalah gejala sosial, artinya

1bid, hal 28
1bid, hal 28
®1bid, hal 29
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terjadi hubungan antara anggota masyarakat, baik individu dengan individu, dan
kelompok dengan kelompok maupun antara individu dengan kelompok, gejala ini
terdapat didalam sebuah masyarakat. Seseorag atau sekelompok dalam proses atau
interaksi sosial terlihat dominan. terhadap orang atau kélompok lain.'” Dalam
bahasa -inggris, pemerintahan disebut government (latin gubernare, greek
kybernan, artinya to steer, mengemudikan-atau mengendalikan), sehingga semula
lambing pemerintahan itu berbentuk kemudi kapal.

Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa Pemerintahan dalam arti sempit dapat
dipandang sebagai aktivitas memerintah yang dilakukan oleh pemerintah
(eksekutif) ~dan jajarannya guna mencapal tujuan Negara. Sedangkan
pemerintahan dalam arti luas dapat pula dipandang sebagai aktivitas pemerintah
yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, yudikatif dan
eksekutif dalam mencapai tujuan Negara. Pemerintahan merupakan sekelompok
orang-orang tertentu secara baik dan benar dalam melakukan sesuatu tindakan,
mengkoordinasikan, . serta memimpin dalam hubungan pemerintah dengan
masyarakat, atau antara departemen/instansi pemerintahan.

Memahami pemerintahan dalam'konteks awal kejadiannya, menunujukkan
bahwa hubungan yang ada antar struktur pemerintah dengan rakyat adalah
hubungan yang saling menguatkan, yaitu bahwa pemerintah disatu sisi
berkewajiban untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan disisi

lain rakyat berkewajiban mengikuti dan mentaati pemerintah berdasarkan

YTaliziduhu Ndraha, 2010, Metodologi Ilmu Pemerintahan, PT Rineka Cipta, Jakarta: him.6.
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kewenangan yang dimilikinya.’® Tugas pokok pemerintahan menurut Rasyd
adalah:™

a. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan
menjaga _agar tidak wterjadi pemberontakan didalam yang dapat
menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.

b. Memelihara ketertiban. .dengan -mencegah terjadinya keributan diantara
warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam
masyarakat dapat berlangsung secara damai.

c. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan
status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.

d. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-
bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah.

e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.

g. Menerapkan kebijaksanaan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup.

Secara teoritis sedikitnya ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan oleh
pemerintah tanpa memandang tingkatannya, yaitu fungsi pelayanan masyarakat
(public service function), fungsi pembangunan (development function) dan fungsi
perlindungan (protection function). Hal yang terpenting kemudian adalah sejauh
mana pemerintah dapat mengelola fungsi-fungsi tersebut agar menghasilkan

barang dan jasa (pelayanan) yang ekonomis, efektif, efesien dan akuntabel kepada

®Ndraha, Taliziduhu, 2005. Kybernology sebuah Rekonstruksi llmu Pemerintahan. Jakarta:
Rineka Cipta.
9 Rasyd, Ryaas, 2002. Makna Pemerintahan. Jakarta: Mutiara Sumber Widya
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seluruh masyarakat yang membutuhkannya. Selain itu, pemerintah dituntut untuk

menerapkan prinsip equity dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Artinya

pelayanan pemerintah tidak boleh diberikan secara diskriminatif. Pelayanan

masyarakat yang dituntut untuk mandiri mencukupi kebutuhannya.

d. Pembangunan
Melakukan atau mengadakan perubahan dan pembaharuan secara sistematis,
terencana, dan terus menerus guna mewujudkan kehidupan yang lebih

sejahtera dari masyarakat.

20Hardiansyah, 2011. Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media
?!Rasyd, Ryass, 2001. Penjaga hati Nurani Pemerintahan. Jakarta: Yarsif Watampone
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Menurut pendapat ahli yang lain yaitu Mahfud, bahwa: pemerintah dalam
arti luas didefenisikan sebagai seluruh organisasi kekuasaan dalam negara yaitu
legislatif, eksekutif dan yudikatif. Bahkan dalam arti luas pemerintah diartikan
sebagai pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-
petugas.yang diserahi wewenang untuk mencapai tujuan negara.”? fungsi utama
pemerintah yakni membuat suaty kebijakan publik. Hal ini dikarenakan bahwa
setiap warga negara akan selalu bersentuhan dengan hasil dari sebuah kebijakan
publik yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengantur kepentingan umum.
Sehingga dalam pelayanan kebutuhan hidup bermasyarakat maka pemerintah
memiliki peranan yang penting dan menentukannya.

Selanjutnya, menurut Ndraha mengemukakan pemerintah memiliki dua
fungsi dasar yaitu Fungsi primer berkaitan dengan (fungsi pelayanan) yakni
pemerintah sebagai provider. jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan
termasuk jasa hankam, layanan sipil, dan layanan birokrasi. Sedangkan Fungsi
skunder berkiatan dengan (fungsi pemberdayaan) yakni sebagai provider
kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak
mampu penuhi sendiri karena masih lemah.dan tak berdaya (powerless) termasuk
penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.”

Fungsi primer berjalan dan berhubungan positif dengan keberdayaan yang
diperintah. Artinya semakin berdaya masyarakat, semakin meningkat pula fungsi

primer pemerintah. Sebaliknya fungsi skunder berhubungan negatif dengan

22Mahfud MD. 2001. Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta
2% LLabolo, Muhadam, 2006. Memahami |lmu Pemerintahan. Jakarta: Raja Grafindo Persada
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tingkat keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya masyarakat maka
semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah dari pengaturan ke pengendalian.

Pengertian pemerintah juga dinyatakan oleh Sumaryadi, dalam Rahyunir

will)

C. menjalankan
d. uk menangani
perseli dan dengan
Rahyunir, bahwa:

“sejarah terbent dari adanya sejarah
suatu organisasi pemerintahlah  yang

Negara sebagaimana tercatat dalam sejarah, dimulai dengan adanya Negara
“polis” yunani kuno dengan Negara yang terkenal adanya Negara kota Sparta dan
Negara kota Athena. Dari sejarah keberadaan dua Negara dalam bentuk modern

hingga dewasa ini”.?®

#Rauf, Rahyunir. 2018 Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Dekonsentrasi,
Desentralisasi, dan Tugas Pembantuan) Pekanbaru: Zanafa Publishing. him. 15.
#1bid, hlm. 16.
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Pendapat diatas, semakin memperjelas bahwa sejarah dari terbentuknya
suatu lembaga pemerintah tidak terlepas dari adanya sejarah dari suatu organisasi
yang bernama Negara. Organisasi berasal dari kata “organism” yaitu struktur
dengan bagian yang demikiandiintegrasi hingga hubungan mereka satu sama lain
dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan keseluruhan hubungan mereka. Jadi
organisasi terdiri dari dua bagian’ pokaok;/ yaitu bagian-bagian dan hubungan-
hubungan. Dimana organisasi bukanlah sekedar kumpulan orang dan bukan
sekedar pembagian kerja hanyalah salah satu asas organisasi. Sedangkan
pembagian kerja lebih tepat dinamakan pengorganisasian.?® Organisasi merupakan
struktur hubungan pribadi yang berdasarkan atas wewenang, formal dan kebiasaan
dalam suatu sistem administrasi. Rancangan struktur yang baik akan tergambar
kegiatan sekaligus monitoring efektifitas dan perhatian terhadap manfaat struktur
tersebut. Hal kritis untuk diketahui dalam merancang struktur organisasi adalah
diketahuinya kekuatan dan kelemahan yang ada secara jujur. Tahu dan jelas apa
yang diketahui, maka akan jelas usaha apa yang perlu dilakukan agar menjadi
lebih tahu.”’

Dengan demikian, dapat disimpulkan.tentang pengertian dari pemerintah
secara umum adalah orang atau sekelompok orang yang diberikan kekuasaan
untuk legitimasi sesuai peraturan perundang-undangan untuk menyelenggarakan
tugas dan kewajibannya pemerintah, dan pemerintah di dukung oleh alat
perlengkapan negara yang semestinya berperan untuk membantu pemerintah

dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah. Sehingga unsur utama

%Terry dalam Anwar Hanim, 2004. Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Gelora
madani Pres hal. 24
#"Ibid, hal 13
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pemerintah tersebut yakni orang atau sekelompok orang yang diberikan legitimasi
dalam bentuk kewenangan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintah yang dalam

hal ini adalah menyelenggarakan kegiatan pemerintahan sesuai dengan

embantu/melayani

niliki fungsi

dari suatu

ajian tentang

melaksanakan
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2.1.2 Konsep Pemerintahan Daerah

Pemerintahan desentralisasi bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan

efisien,

memiliki tuga

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi
dan daerah Kabupaten dan Kota, yang tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota

mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

%% Michael Barama, 2016. Pelaksanaan Pemerintahan Daerah dan Penerapan Sanksi

Administrasi Dalam Peraturan Daerah. Jurnal Hukum Unsrat, XXII (Januari,),him.29-30.
29 H
Ibid,,
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2. Pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan

mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas

Pembantuan

dan Peraturan-

Pembantuan.

Kabupaten/Kota mempunyai Kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri
Urusan Pemerintah dan berhak menetapkan peraturan daerah serta Peraturan-
peraturan lainnya dalam rangka melaksanakan Otonomi daerah dan Tugas
Pembantuan.*® Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 angka 2 yang berbunyi “penyelenggara urusan

%% Maria Farida Indrati S, 2016, Ilmu Perundang-Undangan, Depok, PT. Kanisius, him. 180.
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pemerintahan daerah dilakukan oleh Pemerintahan daerah dan DPRD berdasarkan
Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan menjunjung Prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
tertuang dalam Undang-Undang Dasar 19457,

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan. Daerah, pemerintahan S daerah ~ menyelenggarakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali Urusan pemerintahan yang
menjadi urusan pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan,
pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya dengan tujuan untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi
dan tugas pembantuan. Untuk mewujudkan pembagian urusan pemerintahan yang
bersifat konkuren antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah. Kahupaten/Kota ditetapkan kriteria='pembagian urusan
pemerintahan yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Penggunaan
ketiga kriteria tersebut diterapkan secara kumulatif sebagai satu kesatuan dengan
mempertimbangkan “keserasian dan keadilan hubungan antar tingkatan dan
susunan pemerintahan.

Kewenangan Pemerintah Daerah untuk membentuk Perda dirumuskan
secara lebih konkrit dalam Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “Untuk menyelenggarakan Otonomi
Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah (Perda)”.

Dan tercantum juga dalam Pasal yang sama pada ayat (2) Undang-Undang No. 23

*! Fatkhul Muin, 2014. Otonomi Daerah dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-
Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang. VI, (Januari-Maret, 2014), him. 73-74.
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Tahun 2014 yang berbunyi “Peraturan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (1) dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan

persetujuan bersama Kepala Daerah”.

Pada prinsipnya. pengertian tentang pemerintahan daerah tersebut tidak
jauh berbeda antara pengertian yang terdapat pada UU nomor 23 tahun 2014
dengan pengertian tentang pemerintahan daerah‘yang,terdapat pada UU nomor 32
tahun 2004, yang pada intinya adalah Pemerintahan daerah merupakan; 1).
Penyelenggaraan urusan pemerintahan, 2). Diselenggarakan Oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD, 3). Berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan,
4). Dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam prinsip dan sistim NKRI,
5). Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintahan Daerah sebagal unsur penyelenggara urusan pemerintahan,
pada hakekatnya melaksanakan iurusan, pemerintahan. Dalam melakukan urusan
pemerintahan menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014, terdiri atas :*

1. Urusan Absolut

Merupakan urusan. yang menjadi kewenangan multak dari pemerintah
pusat, dan tidak didistribusikan kepada daerah, hal ini dikarenakan urusan absolut
tersebut merupakan urusan yang sangat prinsip dan mendasar dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara, sehingga perlu di atur dan dilaksanakan secara nasional
sehingga ada keseragaman dalam pelaksanaan urusan absolut di Indonesia.
Urusan absolut terdiri dari 6 urusan, yakni urusan politik luar negeri, agama,

yustisi, moneter dan fiskal nasional, pertahanan dan keamanan. (pasal 10 ayat 1

*2 Rauf, Rahyunir. 2018. Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Dekonsentrasi,
Desentralisasi, dan Tugas Pembantuan). Pekanbaru: Zanafa Publishing. him. 357
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UU Nomor 23 Tahun 2014) Pelaksanaan urusan absolut di daerah dilaksanakan
melalui asas dekonsentrai dan asas tugas pembantuan. Dalam penyelenggaraan
urusan absolut pemerintah pusat melaksanakan sendiri atau melimpahkan
kewenanngan kepada instansi..vertikal atau~kepada Gubenur sebagai wakil
pemerintah pusat di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi.
2. Urusan Konkuren

Merupakan urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah
melalui asas otonomi daerah dan dilaksanakan dengan prinsip otonomi yang
seluas-luasnya _dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Urusan konkuren ini disebut juga dengan urusan bersama sehingga ada sub urusan
yang menjadi.-kewenangan pemerintahan pusat, ada sub urusan kewenangan
pemerintah daerah provinsi dan sub urusan pemerintahan kewenangan pemerintah
daerah kabupaten/kota. UWrusan konkuren (bersama) terdiri dari urusan
pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, dan urusan pemerintahan
wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan
urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (non pelayanan
dasar) seperti diatur pasal 11"UU.nomor 23.Tahun 2014, dengan rincian 24 urusan
pemerintahan wajib dan 8 urusan pemerintahan pilihan sehingga total urusan
pemerintahan konkuren sebanyak 32 urusan. Dari 24 urusan pemerintahan wajib
ada 6 urusan dengan pelayanan dasar, dan 18 urusan non pelayanan dasar.
Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah
provinsi serta daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip: a). Akuntabilitas,

b). Efi siensi, c). Eksternalitas, dan d). Kepentingan strategis nasional.
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3. Urusan Pemerintahan Umum

merupakan urusan pemerintahan yang tidak termasuk dalam urusan

absolut dan tidak termasuk dalam urusan konkuren atau urusan otonomi daerah.

b.

c gama, ras, dan
lokal, regional,

d aturanperundang-

e rintahan yang ada di

menyelesaikan permasalaha g timbul dengan memperhatikan prinsip
demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan
kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.

g. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan

kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh intansi vertikal.
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Urusan Pemerintahan umum dilaksanakan oleh  Gubernur dan
Bupati/Walikota di wilayah kerjanya masing-masing. Untuk dapat melaksanakan

urusan pemerintahan umum tersebut maka Gubernur dan Bupati/Walikota dibantu

1. i an efisie elenggaraan Pemerintahan;

2.

3. Memelihara keutuhan Negara kesatuan atau integrasi nasional, untuk
mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang
dimulai dari daerah

4. Sebagai wahana yang diperlukan untuk memberikan peluang bagi

masyarakat

% Syaukani, HR, Afan Gaffar, Ryass, Rasyid, 2009,. Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan.
Cetakan VII, Jakarta, Pustaka Pelajar Offset, him. 8.
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5. Sebagai sarana yang diperlukan untuk mempercepat pembangunan di

daerah

6. Guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa

Penyerahan artinya pemberian kewenangan kepada daerah otonom menurut Asas
Desentralisasi berupa segala kebijaksanaan, perencanaan, dan pembiayaan yang
diserahkan sepenuhnya kepada Daerah Otonom.

Desentralisasi terjadi setelah Sentralisasi melalui Dekonsentrasi yang tidak

dapat melaksanakan tugas pemerintahan dengan baik, pemerintahan gagal dalam

* bid.. him 122
% Hanif Nurcholis, 2007. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi daerah, Jakarta,
Gramedia Widiasarana, him. 11-13.
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melakukan arah pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan dalam
mengakomodasikan urusan-urusan yang bersifat kedaerahan dapat melalui

aspirasi masyarakat di daerah. Urusan pemerintahan merupakan wewenang

otonomi”.

1945 yang

kota menga

pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya. '
2. Asas Dekonsentrasi
Salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah berkiatan
dengan asas dekonsentrasi, menurut pandangan Rosidin dalam rahyunir bahwa:

pemerintah pusat dan pemeritahan daerah mempunyai hubungan yang sangat erat.

% Titik Triwulan, 2010. Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, Jakarta, Prestasi
Pustaka, him. 122
%" Sirajudin dan Winardi, 2015, Dasar-dasar Hukum Tata Negara, Malang, Setara Press, him. 332.
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Keterkaitan dalam hubungan dengan tugas pemerintahan, maka pemerintah dapat
melakukan penyerahan urusan-urusan kepada daerah dengan mengedepankan asas

dekonsentrasi, yakni beberapa urusan pemerintahan yang diserahkan tetap akan

s

c
[ 4
ka
L

dasar asas
akan asas d

1. Peni

instansi vertikal yang dari tingkat atas kepada pejabatpejabat di daerah, yang
meliputi:

1. Pelimpahan wewenang dari apartur pemerintah lebih tinggi tingkatnya ke
aparatur lain dalam satu jenjang tingakatan pemerintahan disebut dekonsentrasi

horizontal.

38 Ibid,, him 55
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2. Pelimpahan wewenang dari pemerintah atau dari suatu aparatur pemerintah
yang lebih tinggi tingkatannya ke aparatur lain dalam tingkatan pemerintahan
yang lebih rendah disebut dekonsentrasi vertikal.

3. Dalam rangka«pelaksanaan..asas dekonsentrasi, wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia dibagi dalam wilayah-wilayah provinsi dan ibukota negara.
Wilayah provinsi dibagi . ke dalam 'wilayah-wilayah kabupaten dan kota.
Kemudian wilayah-wilayah kabupaten/kota dibagi dalam wilayah kecamatan.
Penerapan asas dekonsentrasi semacam ini disebut dekonsentrasi teritorial.

Sedangkan asas dekonsentrasi menurut - pendapat = Effendy lebih
menfokuskan pada pelimpahan kewenangan dari instansi yang lebih tinggi kepada
instansi di bawahnya akan atas dasar prinsip-prinsip administratif. Beberapa
prinsip-prinsip dekonsentrasi adalah loyalitas, standar, dan moralitas. Dengan
demikian, dekonsentrasi merupakan suatu bentuk pelimpaahan kewenangan dari
pemerintah (pusat) kepada pejabat pemerintah pusat di daerah atau instansi

vertikal di daerah untuk melaksanaka urusan pemerintahan pusat yang ada di

daerah. Dekonsentrasi. pada hakekatnya hanya. suatu proses pelimpaahan

kewenangan bukan dalam bentuk pemberian/ penyerahan urusan kepada daerah
oleh pemerintah pusat, sehingga kewenangann masih tetap berada pada unsur
pemerintah pusat yang bertindak sebagai unsur yang melimpahkan kewenangan.

Sedangkan unit yang menerima pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat

adalah unsur pejabat pemerintah pusat yang ada di daerah seperti Gubernur atau

Instansi Vertikal. Instansi vertikal merupakan suatu instansi pemerintah pusat

yang ditempatkan di daerah untuk melaksanakan urusanurusan pemerintah pusat
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yang ada di daerah, sehingga pegawai dari instansi vertikal merupakan pegawai
dari pemerintah pusat yang diatur oleh pemerintah pusat dan juga digaji melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanjan Negara (APBN).*

Tabel 11.1.Pokok-Pokok Penyelenggaraan Asas Dekonsentrasi

No Indikator Penjelasan

1 | Sumber Pelimpahan kewenangan 1. Pemerintah Pusat
2. Pemerintah Tingkat Atasnya

2 | Penerima pelimpahan 1. PejabatPemerintah Pusat di daerah
Kewenangan 2. Instansi Vertikal

3 | Urusan yang dilimpahkan Urusan Pemerintah Pusat

4 | Bentuk tugas Pelimpahan Kewenangan

5 | Pengaturan 1. Undang-Undang

2. Peraturan Pemerintah
3. Peraturan Menteri Terkait
4. Kebijakan Pemerintah Pusat lainnya

6 | Tanggungjawab 1. Pemerintah Pusat
2. Pemerintah Tingkat atasnya

7 | Unsur Pengawas DPR

8 | Unsur Pelaksana Perangkat Pemerintah Pusat

9 | Status Pegawal Pegawail Pemerintah Pusat

10 | Sumber Dana APBN

11 | Pelaporan Kepada yang Melimpahkan
Kewenangan

12 | Jenis Dekonsentrasi 1. Dekonsentrasi Horizontal

2. Dekonsentrasi Vertikal
3. Dekonsentrasi Teritorial

Sumber: Rahyunir Rauf 2017

Urusan atau wewenang yang. dilimpahkan itu sepenuhnya menjadi urusan
kewenangan pemerintah pusat, sedangkan yang dilimpahi itu semata-mata hanya
sebagai pelaksana saja. Dengan demikian, dekonsentrasi merupakan
tanggungjawab pemerintah pusat, sedangkan daerah, dalam hal ini provinsi, hanya
diberi wewenang karena kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Oleh karena itu, Gubernur selain pelaksana asas desentralisasi juga pelaksana asas

% Ibid,, him 62
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dekonsetrasi. Besaran dan isi dekonsentrasi harus dekat dengan kepentingan
masyarakat dan bermakna sebagai upaya mempertahankan dan memperkuat

persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik

1945 pada Pasa at (2 : hodaerah Provinsi,
daerah Kabupa A ta ye AN sendiri urusan
pemerintahg
adalah tugas untuk melaksa atul | ndang-L \gan yang ditetapkan

oleh Pemerintah pusat t Ira Soejito, Tugas

atasan bawahan, tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai
hak untuk menolak. Pada dasarnya tugas pembantuan, memiliki tugas untuk
melaksanakan peraturan perundang-undangan yang diperintahkan dalam rangka

tugas pembantuan.

*0 Jazim Hamidi, 2011, Optik Peraturan Daerah Bermasalah, Jakarta, Prestasi Pustaka, him. 17
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Tugas pembantuan diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 23
Tahun 2014 menyatakan bahwa “Tugas pembantuan adalah penugasan dari

pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan

yang berarti to
regulate. D ologi, koordinasi

diartikan seba yang sederajat

Sedangkan L asi dilakukan guna untuk
mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja.
Menurut Ndraha Koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan
bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda

sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah

* Taliziduhu Ndraha. 2003. « Kybernology”. Jakarta: Rineka Cipta, him 290-291
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untukk melakukan pencapaian akan tujuan yang telah ditetapkan dan hal lain
terhadap keberhasilan yang satu tidak merusak keberhasilan yang lain.*

Menurut Leonard D. White dalam Inu Kencana Koordinasi merupakan
proses adaptasi_«dari masing-masing bagian, dan usaha melakukan serta
mengoperasikan bagian-bagian sesuai dengan waktu yang tepat, sehingga masing-
masing dari bagian dapat memberikan kontribusi yang banyak pada keseluruhan
hasil.* Sedamgkan. Koordinasi menurut Awaluddin” Djamin ‘dalam Hasibuan
diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan atau kerja sama antara badan, instansi,
unit dalam pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditetapkan, sehingga terdapat
saling menberi masukan, saling membantu dan saling melengkapi. sehingga
koordinasi dapat diterjemahkan sebagai suatu usaha yang mampu menyelaraskan
pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi. *

Koordinasi dan hubungan kerja merupakan penafsiran akan saling
berhubungan ketergantungan karena koordinasi akan tercapai dengan baik jika
melakukan hubungan kerja yang efektiff. Hubungan  kerja ialah bentuk
administrasi yang mendukung tercapainya koordinasi. Sehingga dapat dikatakan
bahwa hasil akhir dari komunikasi (hubungan kerja) adalah tercapainya akan
sebuah koordinasi yang berhasil guna dan berdaya guna atau disebut efektif dan
efisien. Koordinasi yang dilakukan sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan

dari perangkat atau unit kerja organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai

42 H

Ibid,,
* Inu Kencana Syafii. 2011. “Manajemen Pemerintahan”. Bandung : Pustaka Reka Cipta, him 33
** Hasibuan, Malayu. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta.: Bumi Aksara, him 86
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kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai

tujuannya.

b. Tujuan Koordinasi

yang satu tidak dirusak oleh pihak yang lain serta mencegah timbulnya konflik
melalui komunikasi yang baik antar unit/instansi yang terkait atas kesepakatan.
c. Bentuk Koordinasi
Padangan koordinasi menurut Ndraha, koordinasi digambarkan melalui

ada tidaknya dan jenis serta sifat hubungan antar unit kerja dalam lingkungan

* Op.Cit,, Taliziduhu Ndraha. 2003. him 295
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proses pemerintahan. Maka atas dasar padangan tersebut, lalu diidentifikasi

beberapa bentuk koordinasi seperti:“°

a. Koordinasi waktu

Koordinasi yang dilaksanaka antar unit kerja dalam hubungan struktur
tanpa melalui superordinasi. Kordinasi yang dilakukan atas dasar kehendak
berkoordinasi unit kerja yang satu dengan unit kerja yang lain secara sukarela

dalam hubungan kerja.

5 Ibid,,
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f.  Koordinasi perencanaan
Koordinasi atas padangan James G. March dan Herbert A Simon disebut

coordination by plan, guna mengantisipasi terjadinya gejala kehancuran

keberhasilan uni ole pit kerja yang lain.

b L TESEC A 'gg‘
s
o

ependen dan

by feedback,

oleh unit, agar

sudut pandang

2. Koordinasi Vertikal

Koordinasi Vertikal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan
sinkron dari lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada lembaga lembaga lain
yang derajatnya lebih rendah. Misalnya antar Kepala Unit suatu Instansi kepada

Kepala Sub Unit lain diluar mereka, Kepala Bagian (Kabag), suatu Instansi

" Op. Cit,, Inu Kencana, him 35
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Kepada Kepala Sub Bagian (Kasubag) lain diluar bagian mereka, Kepala Biro
suatu Instansi kepada Kepala Sub Biro lain di luar biro mereka.

3. Koordinasi Fungsional

langkah. S
tentang h

menyampailk

g
age
.
Z
4
it

BNAENGN

(receiver).

a2tk
R
< =

Jika hal ini belum efektif, maka akan dilakukan tatap muka antarpihak yang
berkepentingan, atau komunikasi timbal balik. Dalam hal ini pihak
menyampaikan informasi tentang adanya adjustment, tawar-menawar,
penyepakatan, dan komitmen untuk menaati kesepakatan yang dibuat. Koordinasi

dalam kegiatan forum atau bersifat incidental. Koordinasi berbentuk forum bisa

*® Op.Cit,, Taliziduhu Ndraha. 2003. him 297
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dilakukan secara formal, misalnya dalam bentuk musrenbang, rakorbang, kongres,

dan konnas. Forum yang formal harus disiapkan secara rinci dan detail, setiap

pihak harus menyiapkan berbagai bahan yang sudah diteliti dengan saksama dan

setiap pihak secara institusional (formal).
5. Insentif koordinasi, yaitu sanksi bagi pihak yang ingkar atau tidak
menaati kesepakatan bersama. Sanksi datang dari pihak atasan yang

terkait

9 Ibid,,
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6. Feedback sebagai masukan-balik ke dalam proses koordinasi
selanjutnya.

2.1.5 Teori Pembangunan

peningkatan:

1. Life sustenance : Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar

2. Self-Esteem : Kemampuan untuk menjadi orang yang utuh yang
memiliki harga diri, bernilai, dan tidak "diisap™ orang lain.

3. Freedom From Survitude : Kemampuan untuk melakukan berbagai

pilihan dalam hidup, yang tentunya tidak merugikan orang lain.

*% Todaro, Michael p. 2000. Pembangunan ekonomi dunia ketiga. Jakarta: Erlangga. HIm 20
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Pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan, dengan
rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilakukan secara
sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam
rangka pembinaan-bangsa. Pembangunan meneakup seluruh.sistem social, politik,
ekonomi, Infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan, dan
budaya. Makna penting dari:|‘pembangunan adanya kemajuan/perbaikan,
pertumbuhan, dan. diversifikasi.® Pengelolaan pembangunandilakukan oleh
pemerintah dengan menggunakan konsep manajemen pembangunan. Menurut
wrihatnolo, randy r, dan rian nugroho dalam nurman bahwa manajemen
pembangunan berkaitan dengan tata pola perumusan, pelaksanaan, pengendalian
pelaksanaan, pengawasan, evaluasi pasca kebijakasanaan, dan program-program
pembangunan secara jangka panjang, menengah, dan operasinal tahunan.

Dalam kata pembangunan juga ada hal yang sangat mendasar yaitu adanya
hakikat pembangunan, yang bertentangan dengan merusak. Oleh karena itu
perubahan kearah lebih baik seperti yang diinginkan dan dengan upaya yang
terencana, harus dilakukan dengan cara tidak merusak, namun mengoptimalkan
sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada dengan baik.
Sehingga dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen
pembangunan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian,
dan pengontrolan yang dilakukan untuk mencapai pola masyarakat yang punya

kontrol sehingga dapat merealisasikan rencana yang telah dibuat. Menurut

> Nurman. 2017. Stratgei Pembangunan Daerah. Depok : PT. Raja Grafindo Persada. him 88
*? Ibid,, him 130
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Ginanjar Kartasasmita dalam nurman mengemukakan bahwa manajemen

pembanguan dikenali beberapa fungsi yang cukup nyata yaitu :>*

1. Perencanaan

dari syste pembangunan,

system pere ganisasian dan

pelaksanaan system evaluasi

atas pemb an. Pemerintah
berperan seb agent of change
dengan dilakuk erencanaan (plannin
g )- P (P 9)
dan anggaran (buo : nya melalui berbagai

Pembangunan tidak meliha panyak output yang dihasilkan, tetapi
akan perubahan atas jenis output hasil dari pada pembangunan yang sbelumnya.
Perkembangan melalui beberapa tahapan di masyarakat yakni tradisional,
prakondisi lepas landas, menuju perubahan kematangan dan masa konsumsi

secara maksimal. Tujuan pembangunan ada dua tahap: pertama, pada hakekatnya

5 bid,, him 131-132
% Ibid,,
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pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan. Kedua, menciptakan
kesempatan-kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi

segala kebutuhannya. Pembangunan adalah serangkaian usaha muwujudkan

B\ *

1. manusia, baik
' 4
2. g ersamaan  dan
3. ‘ asyarakat untuk
an yang ada padanya.
L
kesempatan yang sama,
kan (empowerment).
4 ampuan untuk membangun

secara mandiri (sustainability).
5. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara yang satu
dengan negara yang lain dan menciptakan hubungan saling

menguntungkan dan saling menghormati (interdependence).
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Pembangunan di daerah meliputi pembangunan Infrastruktur, Menurut

Grigg,™

infrasruktur merajuk kegiatan fisik dalam menyediakan transportasi,
pengairan, drainasse, bangunan-bangunan dan fasilitas publik, yang dibutuhkan
dalam memenuhi-kebutuhan dasar manusia.dalam lingkup sosial ekonom. Peran
infrastruktur sebagai mediator antara sistem ekonomi dan sosial dalam tatanan
kehidupan manusia dengan- <lingktngan s alam  menjadi Sangat penting.
Pembangunan Infrastruktur yang kurang berfungsi memberikan dampak bagi
masyarakat, sedangkan infrastruktur yang terlalu berlebihan untuk kepentingan
manusia tanpa memperhitungkan kapasitas daya dukung lingkungan akan
merusak alam yang tentu akan merugikan masyarakat serta terhadap lingkungan.
Berfungsi sebagai suatu sistem pendukung sistem sosial dan sistem ekonomi,

maka pembangunan infrastruktur perlu dipahami dan dimengerti dengan jelas,

terutama bagi pemerintah yang sebagai penentu atau pembuat kebijakan.

Pendapat dari Bachtiar Effendi ,® pentingnya akan ketersediaan
infrastruktur yang memadai berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik seperti
sarana pendidikan, jembatan, transportasi, air bersih, teknologi dan komunikasi
yang bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah
kegiatan ekonomi. Rangkaian pembangunan penting adanya turut sertanya
masyarakat sekitar untuk membangun daerahnya dengan kesadaran dan rasa
tanggung jawab yang tinggi. sehingga orientasi pembangunan harus ditopang

dengan adanya partisipasi masyarakat. Sehingga hal ini akan membuat para

> Kule Jesly.2016. Pembangunan Infrastruktur Daerah Perbatasan (Studi Kasus Di Kecamatan
Kayan Selatan Kabupaten Malinau)”. ejournal.pin.or.id, ISSN: 2337-8670,

S®Bachtiar Effendi.,2002. Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan. Yogyakarta: Kurnia Kalam
Semesta, Uhaindo Media dan Offset. him 48
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investor mau menanamkan modalnya di daerah, karena apabilah tidak demikian
biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penanaman modal menjadi lebih besar dan

berpengaruh pada harga produk yang dihasilkan dan tentunya akan lebih mahal

penduduk, na perbedaan

pendangan itik, ekonomi,

ketahanan, 1san baik darat

tAaNag

maupun la pentingan dari

negara-nega batasan. Daerah

tasaa

perbatasan asyarakat yang

sebagai wilayah terdepan yang menghadapi garis batas dengan negara tetangga
atau wilayah internasional.

Daerah perbatasan memiliki daya tarik tersendiri baik perbatasan laut
maupun darat, baik ditinjau dari aspek geografis, sosial, dan cultural. pengelolaan

wilayah perbatasan sangat diperlukan sebuah kebijakan percapatan pembangunan

%7 Suko Budiyono. 2004. Mobilitas Penduduk di Perbatasan PAPUA-PNG, Sebuah Peluang dan
tantangan. Jakarta : PPK LIPI . him 7
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yang menyeluruh. Hal ini menimbang bahwa pegembangan wilayah perbatasan
pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan
meningkatkan roda ekonomi dan perdagangan antara kedua negara yang akan
memberikan dampak  bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.”® Kawasan
perbatasan digolongkan pada kawasan yang sangat strategis, hal ini dilihat dari
penataan wilayah diprioritaskan: dalam 'pelaksanaan pembangunan. Dalam era
reformasi dan dengan kondisi kritis yang masih berkepanjangan, penanganan
masalah perbatasan belum dapat dilakukan secara optimal.>®

Menurut Patton,®® mendefiniskan dalam pandanganya bahwa upaya untuk
pemerataan pembangunan harus ditingkatkan agar mayarakat yang ada di daerah-
daerah perbatasan bisa menikmati setiap hasil-hasil pembangunan yang telah
dilaksanakan oleh pemerintah. Selain untuk meningkatkan laju pertumbuhan dan
pembangunan bagi masyarakat di wilayah perbatasan akan akses pelayanan dasar,
hal ini juga diarahkan untuk meningkatkan kondisi ketahanan nasional dengan
memperkuat daerah perbatasan akan ancaman dari neagra lain. Menurut Suko,*
mengatakan bahwa wilayah perbatasa perlu adanya peningkatan taraf hidup

masyarakat yang dilihat “dari .aspek. ekonomi, sosial, politik, kebudayaan,

keamanan dan petahanan yang mana hal ini tujuan pembangunan.

*% Ppatriadi, H.B. 2010. Isu Perbatasan : Memudarnya ‘Imagined State?, dalam Mengelola
Perbatasan Indonesia Didunia Tanpa Batas, Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan.
Yogyakarta: Graha lImu..

>% Sutisna Sobar, Sora Lokita dan Sumaryo, 2010. Boundary Making Theory dan Pengelolaan
Perbatasan di Indonesia : Dalam Mengelola Perbatasan Indonesia Didunia Tanpa Batas, Isu,
Permasalahan dan Pilihan Kebijakan. Yogyakarta: Graha limu.

80 Adri Patton, 2004. Peran Informal LeaderDalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Perbatasan
Kabupaten Malinau. Malang : Disertasi Program Doktor IImu Ekonomi Kekhususan IImu
Manajemen Publik. him 1

®! Op.Cit,, Suko Budiyono
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2.2 Ulasan Karya
Berdasarkan hasil telaah kepustakaan yang telah dilakukan, ada beberapa

hasil ulasan karya yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu:

Sengketa Perbatasan Dan C i Daerah. Penelitian ini membahas
tentang konflik yang terjadi diwilayah perbatasan antar Indonesia dengan
Malaysia yakni pada sengketa wilayah dan kepemilikan pulau Sipadan-
Ligitan dan Sengketa pulau Ambalat dan Ambalat Timur. Penelitian ini
bertujuan untuk mendeskripsikan penyelesaian konflik perbatasan darat

dan kemaritiman/laut. penyusun melakukan penelitian menggunakan

beberapa metode untuk mendapatkannya. Metode tersebut antara lain
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dokumentasi dan kajian data sekunder. Hasil dari penelitian tersebut dapat

disimpulkan bahwa pemerintah masih kurang fokus dan kurang serius

untuk memperhatikan wilayah perbatasan, Oleh karenanya, pemekaran

Strategi Pengembangan Wilayah Perbatasan Antarnegara: Memacu
Pertumbuhan Ekonomi Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi
Kalimantan Barat. Penelitian ini membahas tentang wilayah perbatasan
dengan aktivitas nilai ekonomi yang tinggi di sepanjang perbatasan
Kalimantan Barat-Sarawak, namun Entikong belum menunjukkan adanya

perkembangan perspektif ekonomi yang mendukung fungsi Entikong
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sebagai pusat pertumbuhan. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan
strategi pengembangan wilayah perbatasan dari aspek ekonomi. Analisis

dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan kawasan, setruktur ekonomi,

g menggunakan data-

‘ ‘ hh!“‘ .90 enelitian ini

79



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar. 1. 2
Kerangka Berpikir

Perbatasan Antar Negara

Organisasi, 8 o] i
Fungsi, Se , j anti
Sekretariat eI insi 00

Riau: ' 2nsi partisipan

" dan komitmen

Hwn e

1. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur

2. Meningkatkan Korelasi antar instansi Pemerintah

Sumber : Olahan Penulis Tahun 2019
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2.4  Konsep Operasional
Menurut Singarimbun, konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan

untuk menggambarkan secara abstrak mengenai kejadian, keadaan, kelompok,

proses
tau unsur yang
U semua kegiatan

efektivitas dari

.Q : odernitas dalam rangka
pembinaan bangsa. . encakup seluruh sistem social, politik,
ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan,
dan budaya. Makna penting dari pembangunan meningkatan pertumbuhan
ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan.
Pembangunan yang dimaksud penelitian ini adalah pembangunan yang

berfokus pada pembangunan Infrastruktur pelayanan dasar.
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3. Kawasan perbatasan adalah daerah yang menjadi garis batas dengan

negara lain, menjadi sentral terjadinya suatu interaksi, yang sebenarnya

sudah dalam konteks aktivitas globalisasi, Sehingga peluang yang besar

termasuk juga kawasan 3T Yyakni tertinggal, terdepan dan terluar.
Kabupaten ini memiliki kondisi geografis daerah kepulauan yang terdiri
dari beberapa pulau besar dan pulau-pulau kecil sehingga kawasan
perbatasan antar Negara yang bercorak pesisir atau daerah perbatasan yang

dibatasi laut internasional dengan Negara tetangga
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2.5 Operasional Variabel

Tabel 1. 2
Operasional Variabel

Konsep Variabel

Indikator

Item Pertanyaan

1

4

Menurut
koordinas
diartikan

yang spesifik 3
berbeda-beda 3
semuanya tera
pada

tertentu.

Sumber: Olaha

£

r Q'-) - 7
Kesadaran aﬁy

ang diberikan

enangan
gi informasi

4
o

<esadaran kepada

partisipan
il keputusan
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BAB 111
METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptiff yang sebagai
suatu proses penyelesaian masalah yang di selidiki dengan berdasarkan feomena
fakta-fkta dilapangan yang:terlihat "kemudian/ dilanjutkan dengan dihubungkan
terhadao teori-teori Peneliti juga menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian
kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak
diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.®> Jhon SW.
Creswell menjelaskan bahwa suatu pendekatan kualitatif sebagai proses untuk
melaukan sebuah penyelidikan dalam memahami. masalah sosial masyarakat
berdasarkan bentuk kata-kata, melaporkan pandangan informan secara jelas dan
terperinci, serta disusun dalam:sebuah karya.ilmiah.®> Dalam pendekatan kualitatif
data yang dikumpulkan adalah data dalam bentuk narasi dan angka-angka (sensus,
misalnya). Data dianalisis untuk dijadikan bukti-bukti yang perlu diinterprestasi
untuk mendukung kebenaran dari hipotesa/proposisi yang digunakan dalam

penelitian.

Dalam penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan keadaan
sesungguhnya atau yang sebenarnya terkait Koordinasi Pemerintah Daerah
Provinsi Riau dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan Antar Negara di

Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Faktor Penghambat dalam Melakukan

%2 Anselm Strauss & Juliet Corbin. 2003. Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, him 4.
%% Hamid Patilima, 2011. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta, 2011 him 3
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Pembangunan Kawasan Perbatasan Antar Negara di Kabupaten Kepulauan

Meranti.

3.2 Lokasi Penelitian

penulis me 2 S are , dan Pengelola
Perbatasan Da 0Vins ‘j ‘- e : oeme NT Dan Otonomi
Daerah P
pembanguna
pesisir seperti Ka c al eranti ya " gan negara lain

yakni negara malay i ‘ ; usus dan strategi

3.3 Informan pene .n. ‘
(t)

Informan dalam pene

\\“'

g yang menjadi sumber data yang
berhubungan langsung dengan permasalahan peneliti dan mampu memberikan
informasi yang akurat secara terkait permasalahan penelitian. Penentuan
informan yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan teknik purposive
dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih berdasarkan tugas dan

wewenangnya dari informan yang berperan dan atas karakteristik atau ciri-ciri
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tertentu dan menurut peneliti informan yang berperan dalam pembahasan

penelitian ini yaitu :

abel 111.1 Informan Penelitia

No Jumlah
1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 [ 1

Alexander
8 | Ferry Yunanda, S2 1
ST, MT
Riau
9 | Paidi, S.Hut, | Kasubid Perencanaan S2 1
M. T Pembangunan BAPPEDA
Provinsi Riau
10 | Rizki Rahma | Bidang Il Ekonomi dan S2 1
Wati Sumber Daya Manusia

BAPPEDA Provinsi Riau

Sumber : Olahan Penulis, 2019
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3.4 Jenis dan sumber data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data agregat dan

data dokumentasi sesuai dengan yang dicari. Data agregat adalah data yang

arsip-arsip yan : apat berupa data
sekunder, 3 ya C ehingga tidak
bersifat au
seterusnya.. a-date umbe "'_ lokas yang seperti
RPIJMD, RKP abup erke Junan kawasan

perbatasan

yaitu:
1. Data Primer
Data primer, dimana penulis langsung berkomunikasi dengan sumber data
berupa data primer kemudian untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis
melakukan pengumpulan data dengan menerapkan teknik penggumpulan data

yang dapat disebutkan pada uraian selanjutnya.

% 1hbid,,
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2. Data Sekunder

Data sekunder yang bersumber dari hasil olahan instansi atau sesuatu

lembaga tertentu bukan saja untuk kepentingan lembaganya tetapi juga untuk

informan. Peneliti melakukan tanya jawab langsung kepada informan yang diteliti
dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang telah disiapkan mengenai
permasalahan tentang kawasan perbatasan antar negara sehingga mempermudah

peneliti dalam mengumpulkan informasi yang dibutuhkan.
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c. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dengan cara mengamati dan/atau

terjun langsung kelapangan demi mendapatkan sebuah. data, informasi, dan untuk

=~

c

2
—
jab}

=
=y

D

-,

2
D

=~
c

2
=
=
-

AN

Huberman, ke

Q

>

(=]
—
@

=
QD
=
[%2]
@D
o
QD
=
V)

keabsahan data. Di gertiannya triangulasi adalah teknik
pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu
untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data itu.*°Dalam
penelitian ini, triangulasi yang dianggap relevan untuk menguji keabsahan data

adalah dengan melakukan triangulasi teknik. Triangulasi teknik berarti untuk

% Ulber Silalahi, 2010. Metode Penelitian Sosial, Bandung : Refika Aditama. him. 339
% Lexy J Moloeng, 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung :Remaja Rosdakarya.
him.330
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menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data pada sumber yang
sama dengan teknik yang berbeda, misalnya data diperoleh melalui media online

dan buku, lalu dicek dengan observasi, dan dokumentasi.

BAB |

BAB Il

BAB 111 Metode Penelitian: Dalam Bab ini diuraikan tentang Tipe Penelitian,
Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data,
Teknik Analisa Data, Rancangan Sistematika Penulisan dan jadwal

penelitian.
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BAB IV  Hasil Penelitian : Dalam Bab ini diuraikan tentang Identitas
Responden Atau Infroman Dalam Penelitian, Gambaran Umum
Lokasi Penelitian, Hasil Penelitian, Dan Pembahasan Hasil Penelitian
BABV  Kaesi an i diuraikan tentang

r komendasi

S

3.8 Ja

1 vdwnyo(]

Jenis Kegi - | April 2019 Juni 2019

4 1 2 3

i

Persiapan dan —| o Al
Penyusunan X =X
Usulan Peneli

\
A |
I
I

Seminar Usulal
Penelitian

Riset X

Penelitian
Lapangan i .

Pengolahan dan
Analisis Data

AN disay yejepe

Konsultasi A
Bimbingan Tesis

Ujian Tesis

nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Koordinasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Antar Negara

Pemerintah” daerah memiliki peran.dalam pembangunan salah satunya
berkaitan dengan koordinasi dalam menetapkan kebijakan atau mengusulkan
strategi-strategi  bagi pembangunan: 'di/ sdaerah. Pembangunan dibidang
infrastruktur, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat bisa melibatkan kelompok-
kelompok masyarakat dalam proses pengumpulan dan pengevaluasi informasi
berkaitan dengan pembangunan misalnya dibidang infrasturktur berkaitan dengan
kebutuhan masyarakat akan akses trnsportasi jalam, pemukiman, listrik, akses air
bersih dan sebagainya, sedangkan berkaitan bidang ekonomi misalnya tingkat
kesempatan kerja, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan.

Mengetahui kebutuhan masyarakat maka pemerintah daerah bisa
melakukan penyusunan sasaran-sasaran - pembangunan dengan melibatkan
lembaga-lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam menyusun agenda
strategi-strategi daerah. Berkaitan dengan pembahasan mengenai koordinasi
pembangunan dikawasan perbatasan antar.negara maka peneliti akan membahas
hubungan antar lembaga pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
kab/kota. Membangun kawasan perbatasan antar negara tentu memerlukan
pembangunan yang berkelanjutan karena daerah perbatasan di indonesia di identik
dengan ketertinggalan, kemiskinan dan minim sarana infrastruktur layanan dasar.
Perlunya koordinasi yang intensif dari pemerintah daerah dalam mengusulkan

pembangunan khusunya dibidang infratruktur dari dana pemerintah
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4.1.1 ldentitas Informan Penelitian
Identitas informan merupakan gambaran umum mengenai informan yang

meliputi tingkat umur, tingkat pendidikan dan jenis kelamin. Informan yang

h melalui wawancara.

kematangan
pola pikirny entukan pandangan terh ’ . Dalam hal

menentukan ‘ ak BNQ3 pangan jawaban

&r gan pemikiran yang

¢
N LT N

Selanjutnya tingkat empengaruhi seseorang dalam
melakukan setiap aktifitas dalam hidupnya, karena tingkat usia selalu dijadikan
indikator dalam menentukan produktif atau tidaknya seseorang, bahkan juga
mempengaruhi pola pikir dan standar kemampuan fisik dalam suatu pekerjaan.
Tingkat usia informan dalam penelitian ini dapat di terangkan dalam tabel di

bawah ini:
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Tabel IV.1
Informan Menurut Tingkat Umur
No Tingkat Umur Jumlah

(1) @) (3)

responden f persentase 0%,
untuk ting

untuk tingke

=4
ers
o
&
entz

tingkat umur ¢ In keatas & ', lo] 3 e 60%. Dengan
melihat tabel tersebut da ‘]} ur banyak yang

tabel di bawah ini:

Tabel IV.2
Informan Menurut Tingkat Pendidikan
No Tingkat Pendidikan Jumlah
1 D-3 0
2 S-1 4
3 S-2 5
4 S-3 1
Jumlah 10

Sumber: Data Olahan Di Lapangan Tahun 2019.

94



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari 10 orang yang
berpendidikan bahwa tingkat pendidikan D3 berjumlah 0 orang dengan persentase

0% untuk tingkat S1 berjumlah 4 orang dengan persentase 40% dan tingkat

pendidikan S2 h a orang..der ase 50% serta untuk

‘ “ \m“‘ .0 g gan adanya

Sumber: Data Olahan Di La
Dari tabel diatas tersebut dapat diketahui bahwa jumlah Informan 10 orang
dengan jumlah laki-laki sebanyak 9 orang dan perempuan berjumlah 1 orang,
karena yang penulis anggap berpengaruh dengan permasalahan penelitian
Mengenai informan ini dapat dikatakan bahwa informasi yang penulis butuhkan

dominan kepada pekerja yang berjenis kelamin laki-laki.
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4.1.2 Gambaran umum Lokasi Penelitian

4.1.2.1 Gambaran Umum Provinsi Riau

Nama Riau berasal dari beberapa penafsiran yaitu pertama berasal dari

cukup lama dengan usaha keras dalam kurun waktu hampir 6 tahun sejak 17
November 1952 sampai dengan 5 Maret 1958.
a. Batas Administrasi dan kondisi Geografi
Propinsi Riau terdiri dari wilayah daratan dan perairan dengan luas
87023.66 Km2. Keberadaanya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai

SelatMalaka yang terletak antara 01° 05° 00” Lintang Selatan 02° 25’ 00” Lintang
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Utara atau antara100° 00°-105° 05> 00” Bujur Timur. Didaratan terdapat 15 sungai
diantaranya 4sungai besar yang mempunyai arti penting sebagai sarana

penghubung yakniSungai Siak(300 Km) dengan kedalaman 8-12 M, Sungai

Rokan (400 K G alama 3 . ar (400 Km) dengan
.
e
6 N
>
Keempat sung ' ;ﬂ pbermuara di

A

Selat Mal ,« N La ina asang S laut.Adapun

kedalame $ nan 6-8 M.

batas-bata

/)

A A BN

-

Secara geografis Provinsi Riau terletak pada posisi 01°05°00” Lintang

Selatan-02°25°00” Lintang Utara dan antara 100°00°00” Bujur Timur hingga
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105°05°00” Bujur Timur, yang membentang dari lereng bukit barisan hingga Selat
Malaka (Gambar VI.1). Berdasarkan letak geografisnya, Provinsi Riau berada

pada posisi strategis yang mempunyai arti penting dalam geopolitik dan

perekonomian ional. an yang diperoleh
berdas ] rdagangan
internasi @q&gm&mw%}l? ;fq elain itu, berada
di segitiga a»e |§,’ Thailand.
Tabel I - paten/Kota
= [an elurahan

Indragiri Hulu =1 - o=

Indragiri Hil — 2

Pelal

Siak

Kamp ANB

Rokan A1 8

Bengkal 55

Rokan Hil 194

Kepulauan M 101

Pekanbaru 58

Dumai 33

Riau 166 1847

Sumber: BPS Provinsi Riau , 2016.

Secara administrative Provinsi Riau terdiri atas 12 kabupaten/kota dengan
166 kecamatan dan 1847 desa/kelurahan. Kecamatan dan desa/kelurahan
terbanyak berada di Kabupaten Kampar yaitu berjumlah 21 kecamatan dan

250desa/kelurahan. Kabupaten Pelalwan merupakan wilayah terbesar di Provinsi
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Riau dengan luas wilayah mencapai 12758.45 KM2 sedangkan Kota Pekanbaru

merupakan wilayah terkecil dengan luas wilayah 632.27 KM2.

b. Perkembangan Penduduk

Pertumbuhan penduduk.di_Provinsi_Riau secara umum dipengaruhi oleh

tiga komponen vyaitu kelahiran, kematian dan migrasi. Kebijakan pemerintah

dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk berorientasi pada penurunan

tingkat kelahiran dan kematian serta mengendalikan mobilitas penduduk. Upaya

untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan mendorong Kkegiatan seperti

penundaan usia perkawinan, penggunaan alat kontrasepsi dan kampanye program

Keluarga Berencana (KB). Sementara upaya menurunkan kematian dengan

peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Tabel 1V.5 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016

Penduduk Kabupaten/Kota (Jiwa)

Kabupaten/Kota

2011 [ 2042 1\[22013 " | 2014 | 2015 | 2016
Kuantan Singingi || 204468 | 302631 | 306718 | 310619 | 314276 | 317935
Indragiri Hulu | /372074 | 383814 | 392354 | 400901 | 400431 | 417733
Indragiri Hilir 675898 | 676419 | 685530 | 694614 | 703734 | 713034
Pelalawan 329530 | 339869 | 358210877221 | 396990 | 417498
Siak 301760 | 404093 .| 416298 | 428499 | 440841 | 453052
Kampar 711236 | 733506 | 753376 | 773171 | 793005 | 812702
Rokan Hulu 507079 | 523024 | 545483 | 568576 | 592278 | 616466
Bengkalis 503604 | 519389 | 527918 | 536138 | 543987 | 551683
Rokan Hilir 574419 | 592403 | 609779 | 627233 | 644680 | 662242
:f/lee'izai:la” 177004 | 177587 | 178839 | 179894 | 181095 | 182152
Pekanbaru 920247 | 958352 | 984674 | 1011467 | 1038118 | 1064566
Dumai 250913 | 268022 | 274089 | 280109 | 285967 | 291908
RIAU 5726241 | 5879109 | 6033268 | 6188442 | 6344402 | 6500971

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2016
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Jumlah penduduk Provinsi Riau di tahun 2011 sebanyak 5.726.241 jiwa
yang sebagian besar terpusat di Kota Pekanbaru yaitu sebanyak 929.247jiwa
sementara Kabupaten Kepulauan Merantimemiliki jumlah penduduk terendah
yaitu sebanyak 177.004jiwa.-Di_tahun 2016«jumlah penduduk Provinsi Riau
meningkat menjadi 6.500.971 jiwa yang sebagian besar terpusat di Kota
Pekanbaru yaitu sebanyakl.064.566 -orang,sementara Kabupaten Kepulauan
Meranti memiliki jumlah penduduk terendah yaitu sebanyak182.152 jiwa. Jika
dilihat dari kemposisi penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-
laki di Provinsi Riau tahun 2016 sebesar 3.336.874 lebih banyak dibandingkan
jumlah penduduk perempuan yang berjumlah 3.164.097 orang.

Tabel 1V.6 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Tahun 2016
Jenis Kelamin
Kabupaten/Kota NA Jumlah | Sexratio
Laki-laki | Perempuan

Kuantan Singingi 163 213 154 722 317 935 105,49
Indragiri Hulu 214 402 203 331 417733 105,44
Indragiri Hilir 366 043 346 991 713034 | 105,49
Pelalawan 214 268 203 230 417 498 | 105,43
Siak 232 553 220 499 453052 | 105,47
Kampar 417 085 395 617 812 702 105,43
Rokan Hulu 316 506 299 960 616 466 | 105,52
Bengkalis 283 225 268 458 551683 | 105,50
Rokan Hilir 339 900 322 342 662 242 | 105,45
Kep.Meranti 93 488 88 664 182152 | 105,44
Pekanbaru 546 400 518166 |1046566| 105,45
Dumai 149 791 142 117 291 908 105,40
RIAU 3336874 | 3164097 |6500971| 105,46

Sumber: BPS Provinsi Riau.2016.

100



c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan salah satu indikator kesejahteraan sosial yang diukur
dengan angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan
pengeluaran riil «per kapita-yang disesuaikan. Angka«IPM Provinsi Riau
merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas
penduduk Riau.

Tabel 1.7 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Riau Tahun 2010-2017

IPM
Kabupaten/Kota

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

Kuantan Singingi | 65.07 | 65.72 | 66.31 | 66.65 | 67.47 | 68.32 | 68.66 | 69.53

Indragiri Hulu 65.1 | 6593 | 66.5 |66.68 | 67.11 | 68 68.67 | 68.97

Indragiri Hilir 61.98 | 62.82 | 63.04 | 63.44 | 63.8 | 648 | 65.35|66.17

Pelalawan 65.95 | 66.58 | 67.25 | 68.29 | 68.67 | 69:82 | 70.21 | 70.59
Siak 69.78 | 70.2 | 7045 70.84 | 7145 | 72.17 | 72.7 | 73.18
Kampar 68.62 | 69.64 | 70.08 | 70.46 | 70.72 | 71.28 | 71.39 | 72.19
Rokan Hulu 63.59 | 642 | 64.99 | 66:07) 67.02 | 67.29 | 67.86 | 68.67
Bengkalis 69.29 | 69.72 | 70.26 |.70.6 | 70.84 | 71.29 | 71.98 | 72.27
Rokan Hilir 64.13 | 64.76 | 65.00 | 65.46 | 66.22./.66.81 | 67.52 | 67.84
;‘Z‘;Zﬁfaﬂ 59,71 | 60.38 | 61.49 | 62.53 | 62,91 | 63.25 | 63.9 | 64.7
Pekanbaru 7734|7771 | 77.94 | 78.16..78.42 | 79.32 | 79.69 | 79.97
Dumai 69.55 | 70.43.|.71.07 | 7150 | 71.86 | 72.2 | 72.96 | 73.46
Riau 68.65 | 68.9 | 69.45 | 69.91 | 70.33 | 70.84 | 71.2 | 71.79

Sumber: BPS Provinsi Riau ,2017.

Angka IPM Provinsi Riau mengalami kenaikkan dari tahun ke tahun. Pada
tahun 2010 IPM Provinsi Riautercatat sebesar 68.65 yang kemudian naik secara
berkala hingga pada tahun 2017 IPM Provinsi Riautercatat sebesar 71.79.
Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan angka harapan hidup, angka melek

huruf dan rata-rata lama sekolah serta relatif rendahnya pengeluaran riil per kapita
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yang disesuaikan.Jika dilihat menurut kabupaten/kota peringkat IPM Kota
Pekanbarutahun 2017 sebesar 79.97 dan selalu menempati posisi teratas atau
nilainya terbesar jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi
Riau.
d. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Dalam aspek kemiskinan' menjelaskan bahwa batas minimal akan
pengeluaran dari per kapita per bulan dalam memenuhi. kebutuhan pokok yakni
dalam minimum makanan dan non makanan yang menentukan seseorang
tergolong miskin atau tidak. penilaian kemiskinan Provinsi Riau selama periode
2013-2017 perubahan akan peningkatan. Tahun 2013 kemiskinan Provinsi Riau
tercatat sebesar350.129 dan meningkat menjadi 456.4932017.di tahun 2017.

Tabel 1.8 Garis Kemiskinan Provinsi Riau Tahun 2013-2017

Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
Kabupaten/Kota
2013 2014 2015 2016 2017

Kuantan Singingi- | 400655 | 422691 | 441315 | 468199 | 497747
Indragiri Hulu 369210 | 387172 | 396088 | 419737 | 432598
Indragiri Hilir 282361 | 289780 | 295781 | 315988 | 368134
Pelalawan 429452 | 438949 | 451528 | 473240 | 487648
Siak 336671+ . 351610 | 363879 | 391039 | 414501
Kampar 336681 | 348373 | 360324 | 375716 | 398138
Rokan Hulu 358295 | 370540 | 384226 | 420884 | 446901
Bengkalis 388671 | 405945 | 420733 | 455021 | 496657
Rokan Hilir 296770 | 308248 | 317220 | 345953 | 367338
:\(/Ieeﬁgmfa” 386745 | 397937 | 403535 | 427938 | 445025
Pekanbaru 381287 | 399451 | 416479 | 435082 | 473788
Dumai 328158 | 341525 | 353079 | 369624 | 403244
Riau 350129 | 379223 | 399211 | 426001 | 456493

Sumber: BPS Provinsi Riau ,2017
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Jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau bersifat flukuatif dimana pada

tahun 2013 sebesar 511.47 atau 10.01%, turun menjadi 498.28 di tahun 2014,

kembali naik di ta enjadi 531.39 dan i penurunan pada tahun
2016 dan S i n$l r 7.78% dari
total pe “ERQTTAS ISL4p, R
T uﬁﬂ% i ro@@i 2017
Kabu )
2017
Kuantan Si 31.95
Indrag - | & 4 26.42
Indrag &= I { #139{-‘ 55.4
Pelala 55 | 67 | 47. 44.4
Siak 2 y 1 . 26.83
Kampa 6 \ 22 - 66.33
Rokan : \34 : 69.24
Bengkali - 38.19
Rokan Hil A4 53.19
Kepulauan
W 6L 6.18 | 53.05
Pekanbaru 3 32.49 33.09
Dumai 97 | 13.76 13.53
Riau 511. 531.39 | 5154 | 514.62

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2017

e. Aspek Pelayanan Umum
1. Urusan Pendidikan
Menurut Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pendidikan merupakan salah satu urusan

pemerintahan wajib, terkait dengan pelayanan dasar yakni pelayanan publik untuk
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memenuhi kebutuhan dasar warga negara.Jumlah sekolah di lingkungan Dinas
Pendidikan Provinsi Riau terus mengalami peningkatan pada setiap level
pendidikan mulai dari tahun ajaran 2009/2010 hingga 2013/2014. Jenis sekolah
terbanyak di Provinsi Riau adalah _Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah 3.111 pada
tahun ajaran 2009/2010 dan 3.644 pada tahun ajaran 2013/2014 sementara jenis
sekolah paling sedikit yakni SMK sebanyak 459 di tahun 2009/2010 dan 195 di
tahun 2013/2014.

Tabel 1V.10 Jumlah Sekolah Menurut Jenis Sekolah dalam Lingkungan
Dinas Pendidikan Provinsi Riau

Jenis 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/201 2013/2014
Sekolah 3
TK 1.389 1.472 1.499 1.720 1.951
SD 3.111 3.392 3.394 3.418 3.644
SLTP 853 868 946 966 997
SMU 321 349 327 358 358
SMK 159 176 194 195 195

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Riau, 2014

Jumlah guru di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau bersifat flukuatif.
Jumlah guru terbanyak yakni pada tingkatan Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah
41.849 di tahun ajaran 2009/2010 dan 53.306.di- tahun ajaran 2013/2014,
sementara jumlah guru paling sedikit yakni_pada tingkatan SMK dengan jumlah
4.454 di tahun ajaran 2009/2010 dan 5.130 di tahun ajaran 2013/2014

2. Urusan Kesehatan

Urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan

dengan pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
Pelaksanaan pelayanan dasar urusan kesehatan berpedoman pada standar
dan menuntut

pelayanan minimal pemerintah daerah untuk mengalokasikan
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anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar gaji. Jumlah
sarana kesehatan yang ada di Provinsi Riau tahun 2015 yakni rumah sakit

sebanyak 67 unit, 212 unit Puskesmas, 981 unit Puskesmas

Pembantu dan 1 elilin kit terbanyak ada di
Kota Puskesmas
Pemban paten H@m an 185 unit
N Rl
sedangkan PUS ?e ili bﬁﬁ Hulu dengan
jumlah 26
Tabel 1V. R upaten/Kota
- Tahun 2015
=3 : 1. Puskesmas
Kabup t h Sakit | Puskesn P Keliling
Kuantan Singi | 17
Indragiri Hulu | 21
Indragiri H [s) ' 9
Pelalawan 18
Siak 15
Kampar 24
Rokan Hulu . 26
Bengkalis 54 10
Rokan Hilir 77 8
Kepulauan Meranti 41 0
Pekanbaru 27 20 34 20
Dumai 3 10 13 17
Jumlah 67 212 981 185

Sumber:Dinas Kesehatan Provinsi Riau, 2015

Jumlah dokter terbanyak di Provinsi Riau yakni dokter umum dengan
angka 1.209 orang, disusul dengan dokter spesialis sebanyak 854 dan dokter gigi
sebanyak 375 orang. Selanjutnya jumlah perawat umum yang ada sebanyak 7.161

orang dan bidan sebanyak 4.948 orang. Jumlah tenaga kesehatan tebanyak ada di
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Kota Pekanbaru sedangkan jumlah paling sedikit ada di Kabupaten Kepulauan
Meranti.

Tabel 1V.12 Jumlah Dokter, Perawat dan Bidan Menurut Kabupaten/Kota

Tahun 2015
n E idan
Kuantan.Si 4 448
Indragi N 625
Indragiri Hi 234
Pelalaw 443
Siak 367
Kampar 788
Rokan H . 409
Bengkali - [ 013< 325
Rokan H 17 ¢ 205t 503
Kepulaua nti =12 =4 |13 =2 197
Pekanbar 308
Dumai 301
| 75 4.948
Sumber: r mﬂﬁﬁ
3. Infrast :
d. Infrastru s ®
Secara umum di Provinsi Riau terletak
pada masih kurangnya ruas upun sebagian besar jalan yang

melintasi daerah-daerah di Provinsi Riau sudah berhasil menghubungkan berbagai
titik di Provinsi Riau dan rasio panjang jalan dibandingkan dengan luas wilayah
sudah cukup. Tetapi, jika ditinjau dari kualitas jalan yang menghubungkan antara
daerah tersebut maka keadaan yang terjadi sebaliknya. Jalan-jalan yang ada, baik
jalan nasional, jalan provinsi, maupun jalan kabupaten dan kota yang dalam

kondisi rata-rata mengalami kerusakan dan kurang baik. Hal ini telah
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menyebabkan berbagai hal diantaranya: waktu tempuh lebih lama, kerusakan
kendaraan lebih cepat, biaya produksi dari komponen biaya transportasi menjadi
lebih mahal, mempercepat kerusakan jalan pada tahap selanjutnya dan polusi
udara yang berakibat pada menurunnya kesehatan masyarakat yang melintasi jalan
tersebut serta berakibat pada rendahnya produktivitas dan upah murah. Bila dirinci
panjang jalan nasional dan pravinsi‘yang terdapat di Kabupaten/Kota Provinsi

Riau di Wilayah Perbatasan Negara antara lain :

Tabel 1V.13 Infrastruktur Jalan Nasional dan Provinsi Melintas
Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2014

No | Kabupaten/Kota Panjang Jalan (KM) Jumlah
Nasional Provinsi
1 | Kuantan Singigi 73,56 215,66 289,22
2 | Indragiri Hulu 164,92 217,54 442,46
3 | Indragiri Hilir 122,01 481,88 603,89
4 | Pelalawan 131,59 256,20 387,79
5 | Siak 66,73 256,37 323,1
6 | Kampar 143,01 487,94 630,95
7 | Rokan Hulu - 408,91 408,91
8 | Bengkalis 113,54 3 2 267,26
9 | Rokan'Hilir 127,03 296,30 423,33
10 | Meranti - - -
11 | Pekanbaru 159,50 86,60 246,1
12 | Dumai 32,58 112,20 144,78
Jumlah 1.134,47 3.033,32 4.167,79

Upaya pembangunan infrastruktur jalan vyang berkualitas akan
memerlukan dana yang cukup tinggi mengingat kondisi geografis Provinsi Riau,
khususnya bagian yang berada di pesisir timur Pulau Sumatera yakni tempat
dimana Dumai dan Kuala Enok berada didominasi oleh tanah rawa gambut

dengan ketebalan bervariasi antara 1 sampai 15 meter. Sifat tanah gambut yang
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labil, tidak padat, dan mengalami penurunan (konsolidasi) yang besar
menyebabkan pembangunan infrastruktur jalan di daerah ini menjadi lebih sulit

dan mahal.

Oleh karena. itu. untuk mengasilkan infrastruktur jalan.yang berkualitas
biasanya dilakukan dengan stabilisasi atau perkuatan tanah dasar, dengan
membuang bagian tanahyyang lunak, melapisi /bagian dasar -dengan struktur
geotekstil, lalu mengisinya dengan tanah timbunan yang dipadatkan, kemudian
finishing dengan struktur perkerasan pada bagian paling atas. Pilihan struktur
perkerasan yang selama ini dipakai adalah perkerasan lentur (flexible pavement)

dengan lapisanaspal seperti jalan pada umumnya.

Lancarnya arus lalu lintas akan sangat menunjang perkembangan
perekonomian suatu daerah. Sebagai daerah yang memiliki potensi sumberdaya
migas dan industri lainnya yang‘hesar-dan menjadi salah satu daerah yang
memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan negara melalui export
dan import barang, namun dapat dilihat bahwa kontribusi tersebut tidak sebanding
dengan jenis dan kondisi‘jalan yang ada. Dimana jalan dalam kondisi baik pada
tahun 2014 untuk status jalan provinsi hanya 30,70% dan nasional 73,04% dan
selebihnya mengalami kerusakan. Kerusakan jalan yang terjadi disebabkan adanya
industri hasil hutan dan perkebunan yang melewati jalan tersebut dan melebihi
MST dari jalan yang bersangkutan. Salah satu hal yang menjadi permasalahan
berkaitan dengan jalan dimana 78,60% dari total panjang jalan yang ada di
Provinsi Riau merupakan jalan kabupaten dan yang paling banyak mengalami

kerusakan adalah jalan-jalan tersebut. Memang sangat ironis kerusakakan jalan
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tersebut disebabkan berat tonase kenderaan yang melewati jalan tersebut untuk
pengangkutan bahan baku industri seperti TBS kelapa sawit, kayu HTI, dan

lainnya untuk diolah dan hasil industrinya seperti CPO, Biodiesel, Pulp dan Paper,

gara melalui
tidak dapat
dikembalik ersebut karena
peraturan

Tahun 19

wReEAnN At

<t
< _

kabupaten/

diterima dae

)
4P

pertumbuhan produksi. Lebih tingginya pertumbuhan pelanggan dibanding
produksi air minum menjadikan ketesediaan dan kualitas air minum yang disuplai
semakin menurun. Kondisi ini terlihat dari menurun tajamnya pertumbuhan
pelanggan industri yang menggunakan air yang diproduksi PDAM dan kemudian
pihak industri mengambil keputusan untuk memproduksi sendiri air minumnya.

Oleh karena itu, upaya meningkatkan produksi air minum untuk melayani
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kebutuhan pelanggan khususnya non niaga/rumah tangga, niaga dan industri harus

terus dilakukan. Pada tahun 2015, persentase rumah tangga yang menggunakan air

minum layak hanya sebesar 83,01%, sisanya 16,99% masih mengkonsumsi air

minum yang belum layak. Sedangkan Kketersedian air minum di Provinsi Riau

menurut kabupaten/kota yang tersebar di 12 Kabupaten/Kota.

Tabel 1V.14. Kapasitas Ketersedian Air'Minum Layak pada

Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2011-2015

Kabupaten/ Tahun Pertumbuh Tahun Pertum
Kota an/ buhan/
tahun (%) tahun
ROL ' 2088 | 2013 2014 2015 | (%)
Kuantan 250 2510 | 23129 0,63 | 52,31 65,83 25,85
Singingi
Indragiri Hulu |"27,42 | 34,31 | 34,55 12,91+.59,05°| 76,61 29,74
Indragiri Hilir 790,85 | 82,37 | 87,15 -1,77 | 85,86°| 95,60 11,34
Pelalawan 29,06 | 23,02 | 26,05 -3,81 | 59,49 | 75,56 27,01
Siak 34,06 | 26,78-| 124,53 -14,89 | 74,02 | 82,46 11,40
Kampar 25,74 | 33,39 | 37,81 2148 | 71,15 | 73,83 3,77
Rokan Hulu 2341 | 23,23 | 33,66 22,06 | 54,85 | 71,65 30,63
Bengkalis 43,37 | 39,18 | 36,94 -7,69 | 79,57 | 86,34 8,51
Rokan Hilir 46,46 | 47,69 | 43,55 -3,02.| 65,37 | 84,83 29,77
Kep.Meranti 75,89 [ 80,39 | 88,32 7,90 | 80,21 | 92,98 15,92
Pekanbaru 16,28 | 11,96 | 12,81 -9,71 | 88,57 | 91,78 3,62
Dumai 25,34 | 21,37 | 19,24 -12,82 | 72,43 | 88,53 22,23
Provinsi Riau 37,56 | 36,27 | 37,43 -0,12 | 72,59 | 83,01 14,35

Sumber: Ciptada Provinsi Riau, 2016 (Susenas, 2014-2015)

Berdasarkan tabel diatas bahwa persentase rumah tangga atas sumber air

minum/masak pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Riau yang berasal dari

perpipaan dan air kemasan 46,50%. Jumlah ini pun masih didominasi oleh

kawasan perkotaan Pekanbaru dan Dumai. Jumlah ini masih terlalu kecil
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mengingat, jangkauan air yang berasal dari leding (system perpipaan) masih

sangat terbatas. Sumber air minum masih didominasi oleh air kemasan (galon isi

ulang) yang harganya relatif mahal dan tidak efisien.

Provinsi Riau sbelum ada kota yang pelayanan air. minumnya bisa

dihandalkan, Kota Dumai, hingga saat ini, kebutuhan air minumnya masih sangat

tergantung kepada air hujandan air yang dibeli dengan menggunakan truk dan

jerigen, terutama sekali pada musim kemarau tiba, karena air tanah/sumur untuk

kawasan yang dekat dengan laut/rawa tidak bisa digunakan. Kabupaten Indragiri

Hilir,

penyediaan air-minum untuk warganya.

Tabel 1V.15. Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Pemenuhan

Sumber Air Minum Kabupaten/Kota Provinsi Riau di

Kepulauan Meranti, dan Rokan Hilir adalah yang terparah dalam

Rumah Tangga Berdasarkan Pemenuhan Sumber Air

Minum (%)
Kab/Kota Air Pompa Sumur Sumur tak | Mata | DIl
kemasan terlindungi | terlindungi | Air
Kuantan Singingi < I 8,20 39,76 15,87 1,70 | 2.93
Indragiri Hulu 46,54 7,86 ) 17,60 0,12 | 2,77
Indragiri Hilir 15,13 0,52 2,03 2,19 0,17 | 79,95
Pelalawan 59,23 PRY 8,67 15,50 1,47 | 3,87
Siak 54,58 16,26 14,66 4,70 0,26 | 9,55
Kampar 38,20 15,52 32,08 5,67 6,25 | 2,28
Rokan Hulu 33,10 10,66 43,25 8,70 3,22 | 1,08
Bengkalis 48,87 4,38 6,68 9,23 0,00 | 30,85
Rokan Hilir 37,34 10,05 17,61 8,47 0,36 | 26,18
Kep. Meranti 9,08 0,28 2,32 4,97 1,04 | 82,31
Pekanbaru 79,64 16,42 3,16 0,48 0,31 | 0,00
Dumai 75,03 12,67 5,09 2,48 0,56 | 4,17

Sumber: Ciptada dan BPS Provinsi Riau, 2016
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4.1.2.2 Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Meranti

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah salah satu Kabupaten yang ada di

Provinsi Riau dengan ibu kotanya Selat Panjang. Kabupaten Kepulauan Meranti

a. Sejarah Pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran dari
Kabupaten Bengkalis dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008. Dasar hukum

berdirinya kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-Undang Nomor 12
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Tahun 2009, tanggal 16 januari 2009. Tuntutan pemekaran kabupaten Kepulauan

Meranti sudah di perjuangkan oleh masyarakat Meranti sejak tahun 1957.

Seruan pemekaran kembali diembuskan oleh masyarakat pada tahun 1070
dan 1990-an hingga tahun 2008, yang merupakan satu-satunya kawedanan di Riau
yang belum dimekarkan saat itu, dengan perjuangan gigih sejumlah tokoh
masyarakat Meranti maka pada tanggal 25 Juli*2005,dibentuk Badan Perjuangan
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti (BP2KM) sebagai- wadah aspirasi

masyarakat Meranti untuk memekarkan diri dari Kabupaten Bengkalis.

Dengan-memperhatiakan aspirasi masyarakat tersebut maka dituangkan
dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bengkalis Nomor 05/KPTS/P/DPRD/1999/2000 tanggal 17 Juni 1999 tentang
Persetujuan Terhadap Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkalis, Surat Bupati
Bengkalis Nomor 135/TP/876 tanggal 17 Juni 1999, Perihal dukungan terhadap

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Nomor
16/KPTS/DPRD 2008,tanggal 11.Juli 2008, Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor
100/PH/21.16.a tanggal 9 Juni 2008 Perihal Dukungan Terhadap Pembentukan
Kabupaten Kepulauan Meranti, Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor
100/PH/58.24 tanggal 8 September 2008 Perihal Rekomendasi Pembentukan
Kabupaten Kepulauan Meranti, Keputusan Gubernur Riau Nomor 1396/1X/2008
tanggal 19 September 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi Riau

terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Keputusan Gubernur
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Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.32 tanggal 18 Desember 2008 tentang

Persetujuan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Pembentukan Kepulauan Meranti.

Sebelah Barat : Selat Panjang dan Selat Bengkalis

Sebelah Timur : Selat Pinang Masak

Adapun luas wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut :
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Tabel 1V.16 Data Luas Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015

Z
o

Kecamatan

Ibukota
Kecamatan

Tebing Tinggi

O O|INO TR WN -

Selat Panjang

Alai

Luas Jumlah
Wilayah Desa/Kelurahan
81.00 9
14
10

14

10

10

101

ebing Tinggi

amatan terkecil
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4.2 Hasil Penelitian
4.2.1 Koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam Pembangunan
Kawasan Perbatasan Antar Negara di Kabupaten Kepulauan Meranti

Koordinasitdalam pembangunan kawasan perbatasan.melibatkan beberapa
instansi baik di tingkat pemerintah maupun di tingkat pemerintah daerah provinsi
dan pemerintah daerah kabupaten/kota. ‘Setiap .tingkat pemerintahan memiliki
spesialisasi “dan orientasi kerja yang bebeda yang menyebabkan tingginya
kebutuhan akan koordinasi. Pembangunan kawasan perbatasan tentunya mengacu
pada pembangunan pemerintahan secara nasional dalam upaya mewujudkan
Nawa Cita, yakni “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat
Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan’’.

Pembangunan Nasional direalisasikan dalam bentuk Peraturan Presiden
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPIMN) Tahun 2015-2019. Melalui arah pembangunan. nasional ini maka
kawasan perbatasan dilakukan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan
(BNPP), namun tidak semua dikelola oleh BNPP ada beberapa kewenangan yang
diberikan kepada instansilain. Seperti “Kementerian Dalam Negeri, Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan dan beberapa
instansi lainnya yang terkait dalam pembangunan kawasan. Menjalin hubungan
antar instansi sesuai kewenangannya tentu memerlukan koordinasi yang mana
bertujuan untuk mengintegrasikan,menyinkronkan, dan menselaraskan kegiatan.

Pembangunan kawasan perbatasan khusunya perbatasan antar Negara

menjadi proritas untuk menwujudkan kesejahteraan masyarakat dan keamanan
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nasional. Daerah-daerah di perbatasan antar Negara selama ini di identik
tertinggal, miskin, dan jauh dari akses pelayanan dasar, padahal daerah perbatasan
antar Negara menjadi gambaran Negara bagi Negara tetangga. Beberapa daerah
perbatasan antar Negara memiliki_keadaan.geografis yang.berbatasan langsung
melalui darat dan berbatas antar pulau-pulau/laut. Penanganan pembangunan
kawasan perbatasan tentunya- antar -daerah; memiliki perbedaan menimbang
perbedaan geografis dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah
menberikan kewenangan dalam pembangunan kawasan perbatasan kepada daerah-
daerah dalam menyusun kebutuhan dan proritas pembangunan.

Gubernur: selaku wakil pemerintah pusat didaerah memiliki tanggung
jawab yang besar dalam mensinergikan kebijakan pemerintah kepada daerah-
daerah kabupaten/kota. Provinsi Riau memiliki beberapa daerah yang masuk
dalam kawasan perbatasan- antar Negara antara lain Kabupaten Kepulauan
Meranti, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Pelalawan Dan Kota Dumai. Pembangunan kawasan perbatasan antar
Negara di daerah-daerah yang ada di Provinsi Riau. ditentukan oleh pemerintah
terhadap berdasarkan lokasi-prioritas (Lokpri) di daerah tersebut. Lokasi prioritas
antar satu daerah dengan daerah lainnya berbeda-beda, sehingga pembangunan
kawasan perbatasan antar Negara hanya di fokuskan pada lokasi prroritas tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai hubungan koordinasi
pembangunan kawasan perbatasan antar Negara di Provinsi riau akan
menitikberatkan pada daerah Kabupaten Kepulauan Meranti seseuai dengan lokasi

prioritas (Lokpri) yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Berdasarkan Keputusan
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Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pulau-
Pulau Kecil Terluar, maka Kabupaten Kepulauan Meranti termasuk kedalam
daerah yang diprioritas daerah 3T, Sehingga perlu pembangunan  yang
diproritaskan oleh-pemerintah; pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah
kabupaten/kota. Melaksanakan pembangunan kawasan perbatasan antar Negara
penulis melihat hubungan dari, pemerintah 'daerah provinsi riau dan pemerintah
daerah kabupaten = kepulauan meranti dalam melakukan pembangunan
infrastruktur melalui beberapa tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap
evaluasi.

Penelitian yang dilakukan penulis tentang pembangunan khusunya
pembangunan infrastruktur fisik di kawasan perbatasan antar Negara berfokus
pada lokasi prioritas (Lokpri) di Kabupaten Kepulauan meranti. Ada beberapa
kecamatan yamg menjadi slokasi prioritas antar lain Keecamatan Rangsang,
Kecamatan Rangsang Barat, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kecamatan Merbau,
Kecamatan Pulau Merbau dan Kecamatan Tasik Putri Puyu. Penulis mengunakan
teori koordinasi, karena koordinasi diperlukan dalam membangun komunikasi
yang baik agar pembangunan berjalansecara.simutan dan tidak overlapping serta
untuk memelihara iklim dan sikap saling responsive antar instansi.

Penulis menggunakan teori menurut Ndraha sebagai indikator untuk
mengukur hubungan yang terjalin antar pemerintah daerah. indikator tersebut
antar lain Informasi, komunikasi, dan teknologi informasi, Kesadaran pentingnya
koordinasi, Kompetensi partisipan dan kalendar pemeirntahan, Kesepakatan dan

komitemen, insentif, dan feedback.
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1. Informasi, komunikasi, dan teknologi informasi

Pelaksanaan koordinasi sangat diperlukan suatu adanya komunikasi antar
lembaga-lembaga yang terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara
aktif dan efisen _serta bersinergitas antara_instansi. Kemunikasi yang baik akan
menciptakan suasana hubungan kerja yang kondusif sehingga pihak-pihak terkait
dalam mencapai target pembangunan akan:lebih baik. Penelitian penulis berkaitan
dengan koordinasi melibatkan hubungan pemerintah™ daerah provinsi riau dan
pemerintah daerah kepualauan meranti dalam pembangunan kawasan antar
Negara. Pembangunan kawasan perbatasan di Kabupaten Kepulauan Meranti akan
menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur fisik, sehingga program-
program pembangunan infrastruktur pelayanan dasar akan.menjadi indikator
pembangunan.

Melakukan pembangunan infrastruktur, 'di kawasan perbatasan antar
Negara di daerah kabupaten kepulauan meranti mewujudkan kebijakan nasional.
Kebijakan nasional yang dilakukan di daerah tentu akan memerlukan sumber daya
finansial yang besar yang tidak mampu dilakukan oleh pemerintah daerah
Kabupaten Kepulauan Meranti.. Sumber..dana yang akan digunakan dalam
pembangunan kawasan perbatasan antar Negara berasal dari pemerintah melalui
dana APBN. Kegiatan yang bersumber melalui dana APBN khsuusnya dari Dana
Alokasi Khusus (DAK) yang disalurkan kepada daerah Kabupaten Kepulauan
Meranti dalam pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan antar Negara harus
melalui beberapa tahapan antara lain tahapan penyusunan, pengusulan,penilaian,

penetapan, pencairan dana, monitoring dan pelaporan kegiatan pembangunan.
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Penyusunan rancangan pembangunan melalui dana DAK dilakukan oleh

perangkat daerah Kabupaten/Provinsi, dalam tahap ini perangkat daerah

melakukan pengusulan sesuai dengan urusan yang menjadi lingkup

Kabupaten

Badan Pere

Pengusulan Dan Verifikasi Usulan Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah
Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik. Adapun mekanisme yang diatur dalam
peraturan menteri dalam negeri dari tingkat kabupaten, provinsi hingga kepada
kementerian melalui tahapan-tahapan pertemuan dan perbaikan sampai nantinya
usulan tersebut diterima. Adapun mekanisme tersebut dapat dilihat pada diagram

tersebut antar lain :
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Gambar 1VV.3 Mekanisme pengusulan dan Verifikasi Usulan Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana
Alokasi Khusus Fisik.
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Mekanisme dalam peraturan menteri dalam negeri menjadi pedoman
dalam pengusulan kegiatan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi pemerintah
provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pengusualan kegiatan melibatkan
perangkat daerah® dalam mekanisme pengusulan' dan. verfikasi kegatan.
Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak paidi, S.Hut, M.T selaku Kasubid
Perencanaan Pembangunan BAPPEDA Provinsi. Riau menjelaskan bahwa :°’

“berkaitan dengan pembangunan yang bersumber dari dana DAK baik
pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melakukan hubungan koordinasi dalam
pengusulan kegiatan kepada pemerintah pusat, berdasarkan mekanisme yang
sudah diatur yang dilakukan secara elektornik dan berjenjang mulai dari tingkat
kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat, pengusulan kegiatan dilakukan
sesuai dengan prioritas daerah dalam pembangunan yang singkronisasi dengan
kebijakan nasional. Untuk pengelola kawsan perbatasan wilayah pesisir sekarang
ini memang ada permasalah berkaitan dengan abrasi di tiga pulau di provinsi
riau”

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa pengusulan kegiatan yang

dilakukan sesuai dengan skala-prioritas daerah'dan dilakukan berjenjang secara
elektonik. Prioritas daerah dalam mengusulkan pembangunan bersumber dari
dana APBN tentunya harus memperhatikan beberapa hal-di antaranya dukungan
pemenuhan SPM, dukungan pencapaian target pembangunan nasional; dan
dukungan percepatan pembangunan._di. wilayah perbatasan, tertinggal, terluar,
pulau kecil dan daerah otonomi baru. Berkaitan dengan pembangunan kawasan
perbatasan di Provinsi Riau itu menggunakan beberapa alokasi dana. Berdasarkan

wawancara penulis dengan bapak Fakhrudin, S.Sos Kepala Bagian Perbatasan:®®

® Hasil Wawancara Bersama bapak paidi, S.Hut, M.T, Kasubid Perencanaan Pembangunan
BAPPEDA Provinsi Riau Pada tanggal 25 Juli 2019 Pada Pukul 11.30 Wib

® Hasil wawancara bersama bapak Fakhrudin, S.Sos Kepala Bagian Perbatasan di Biro
Pemerintahan dan Otonomi daerah Provinsi Riau pada tanggal 23 juli 2019 pada pukul 14.00 wib
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“alokasi dana yang diterima daerah berasal dari pemerintah melalui dana
APBN yang dikhususkan melalui beberapa kegiatan/program oleh kementerian-
kementerian yang terkait pengelola perbatasan kepada daerah melalui DAK
Reguler, DAK Penugasan dan DAK Afrimasi. Untuk kawasan perbatasan lebih
mekankan pada DAK Afirmasi walaupun tidak menutup kemugkinan dana dari
sumber dana APBN melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan . ”

Pembangunan kawasan melibatkan beberapa tahapan kegiatan dan

disalurkan melalui beberapa sumber dana yang berasal dari APBN. Tahapan
pembangunan ini disampikan-oleh pemerintah pusat-melalui surat edaran kepada
gubernur dan walikota/bupati. Sehingga kejelasan akan informasi dan mekanisme
yang telah di- sampikan oleh pemerintah memberikan penjelasan kepada
pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, sehingga pemerintah provinsi mudah
menyampaikan juga kepada pemerintah kabupaten dalam pembangunan melalui
beberapa mekanisme.

Teknologi informasi dalam pembangunan kawasan perbatasan antar
Negara juga diperlukan dalam /agar proses. pengusulan dan.perencanaan dapat
berjalan baik. Untuk itu Pemerintah Provinsi dalam hal ini BAPPEDA Provinsi
Riau telah melakukan pembinaan kepada BAPPEDA Kabupaten Kepulauan
Meranti terkait pengusulan. kegiatan yang dilakukan melalui aplikasi KRISNA .
Berdasarkan wawancara penulis‘dengan bapak paidi, S.Hut, M.T selaku Kasubid
Perencanaan Pembangunan BAPPEDA Provinsi Riau menjelaskan bahwa :*°

“Segala pengusulan kegiatan pembanguan dari pemerintah daerah
melalui dana DAK dilakukan secara elektronik pada aplikasi KRISNA, sehingga
pemerintah daerah kabupaten bisa langsung mengupload kebutuhan-kebutuhan
daerah yang tersedia diaplikasi KRISNA sesuai dengan kebijakan nasional yang
telah diprioritaskan. BAPPEDA Provinsi Riau sebagai admin untuk menverfikasi
usulan dari daerah sebelum usulan tersebut sampai kepada pemerintah.”

% Hasil Wawancara Bersama bapak paidi, S.Hut, M.T, Kasubid Perencanaan Pembangunan
BAPPEDA Provinsi Riau Pada tanggal 25 Juli 2019 Pada Pukul 11.30 Wib
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Penggunaan teknologi infomasi dalam pembangunan kawasan perbatasan
antar Negara di daerah telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur
dalam peraturan menteri dalam negeri bahwa pengusulan kegiatan pembanguanan
dilakukan secaras elektronik:.Melalui _aplikasi KRISNA. telah diluncurkan
pemerintah dalam hal ini BAPPENAS pada 12-16 Maret 2018 yang dihadiri
perwakilan BAPPEDA dari_selurtuh® pemerintah daerah se Indonesia. Sebelum
penggunaan teknologi informasi ini pemerintah daerah kabupaten/kota mengalami
kendala dalam pengusulan kegiatan. Berdasarkan wawancara penulis dengan
bapak Hambali Nanda M, Sos, M.Si Bidang perencanaan, pengendalian, dan
evaluasi BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti menjelaskan bahwa:

“pengusulan pembangunan kawasan perbatasan antar Negara di
Kabupaten = kepulauan meranti... sesuai- dengan _ kebutuhan masyarakat.
Pembangunan ini yang tidak mampu dilakukan oleh daerah melalui dana APBD
sehingga kita imengusulkan  pemerintah melalui dana DAK seperti usulan
pembangunan pelabuhan internasional,.pemecah gelombang untuk mencegah
abrasi dan pembangunan usaha ekonomi masyarakat yang berada di lokasi
prioritas. Pengusulan kegiatan kita melalui aplikasi KRISNA, yang hanya ada
satu akun untuk satu pemerintah daerah kabupaten dikelola oleh BAPPEDA
Kabupaten kepulauan meranti. Sebelumnya pengusulan menggunakan website
BAPPENAS melalui e-proposal yang dimasukan kedalam e-planning Dak dan
sinkron DAK, selanjutnya seftcopy dan hardeopy perlu kita kirimkan kepada
pemerintah yang sebelumnya berkoerdinasi dengan pemerintah provinsi agar
disetujui gubernur.”

Penggunaan teknologi informasi yang berkembang melalui aplikasi

KRISNA memudahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
dalam mengusulkan kegiatan, sehingga pemerintah provinsi juga mudah dalam
memverfikasi setiap usulan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

sedangkan pada sebelumnya pemerintah daerah harus mengirim softcopy dan

7 Hasil wawancara degan bapak Hambali Nanda M, Sos, M.Si Bidang perencanaan, pengendalian,
dan evaluasi BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 16 Juli pukul 15.30 wib
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hardcopy usulan kegiatan langsung kepada kementerian serta kemungkinan
verfikasi usulan bisa digugurkan sedangkan melalui aplikasi KRISNA lebih
memudahkan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam mengusulkan kegiatan
tidak perlu mengirik hardcopy.usulan kegiatan sekarang tinggal sumbit dan di
upload di aplikasi KRISNA serta Verifikasi tidak menggugurkan usulan,
memungkinkan untuk memberikan peringkat usulan sebidang DAK dan dilakukan
penguncian usulan.

Pemerintah Provinsi Riau dalam hubungan dengan perangkat daerah yang
terkait dalam pembangunan kawasan perbatasan antar Negara telah melakukan
komunikasi dengan pemerintah melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh
Pemerintah Provinsi Riau diantaranya dalam pengusulan kegiatan pembangunan
di Provinsi Riau bersama dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
sesuai dengan surat undangan No. 215/ud/2019 terkait pengelola perbatasan di
provinsi riau, kemudian terkait aplikasi KRISNA yang sebelumnya BAPPEDA
Provinsi Riau telah melakukan pembinaan kepada pemerintah kabupaten/kota
dalam penggunaan usulan kegiatan pembangunan melalui aplikasi KRISNA.

Berdasarkan analisis penulis berkaitan dengan indicator koordinasi dalam
pembangunan kawasan perbatasan di Kabupaten Kepulauan Meranti telah
memenuhi standar dimana Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan pembinaan
dan pertemuan terkait dengan kawasan perbatasan ditingkat kementerian.
Penggunaan dalam pembangunan kawasan perbatasan melalui (DAK) telah
dilakukan pengusulan menggunakan aplikasi KRISNA yang tersingkronisasi

dengan BAPPENAS, Kementerian keuangan dan kementerian PUPR.

108



2. Kesadaran pentingnya koordinasi

Koordinasi yang dilakukan antar instansi maupun dalam organisasi
berusaha untuk menjamin kelancaran mekanisme prosedur kerja dari berbagai
komponen organisasi. Kelanearan hubungan-mekanisme wprosedur kerja harus
dapat terjamin dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dalam pembangunan
dengan menghindari seminimal, mungkin' perselisihan yang timbul antara instansi
yang terkait dan mengusahakan semaksimal mungkin Kerjasama di antara instansi
tersebut. Untuk itu sangat penting membangun kesadaran dalam berkoordinasi
agar tugas, fungsi dan kewenangan yang diberikan dapat berjalan dengan baik
serta tidak tumpang tindih kewenangan.

Hubungan antar instnasi terlebih lagi berkaitan dengan hubungan antar
pemerintah daerah untuk mencapai tujuan nasional tentu tiap pihak terkait wajib
memahami pentingnya_dari, sebuah koordinasi 1agar dapat bertanggungjawab
dalam menjalankan tugasnya. Untuk melakukan penilaian terhadap kesadaran
pentingnya koordinasi dalam pembangunan dapat dilihat melalui dari dua aspek
yaitu, tingkat pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi dan tingkat ketaatan
terhadap hasil koordinasi.” Berdasarkan..wawancara penulis dengan bapak
Syamsyddin, SH,MH selaku Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Kabupaten Kepulauan Meranti menjelaskan bahwa :

“ Pengelola kawasan perbatasan pesisir di Kabupaten Kepulauan Meranti
yang berbatasan langsung dengan negara tetangga malaysia, itu sudah dilakukan
pembangunan dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sering melakukan
koordinasi dengan pemerintah Provinsi riau. Berkaitan dengan usulan-usulan
kegiatan itu kita harus mengetahui gubernur selaku wakil pemerintah pusat di

™ Hasil wawancara penulis bersama bapak Syamsyddin, SH,MH selaku Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 16 juli 2019 pukul 09.00 wib
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daerah. usulan-usulan DAK fisik yang telah ditetapkan kepala daerah akan
disampaikan kepada lembaga teknis sekretaris jenderal, menteri keuangan,
Bappenas, dan gubernur mencakup surat pengantar dan usulan DAK di daerah.
Terlebih lagi sekarang yang menjadi prioritas pembangunan berkaitan dengan
abrasi yang terjadi pulau rangsang pesisir, bupati bersama gubernur telah
bertemu dengan kemenko kemaritman Rl membahas tentang abrasi di wilayah
pesisir riau dan tim-dari kemenko kemaritman sudah meninjau lokasi perbatasan
antar Negara yang terkena abrasi.

Koordinasi yang dilakukan oleh  Pemerintah Kabupaten Kepulauan

Meranti kepada Pemerintah Provinsi Riau telah'/dilakukan berjenjang kepada
dinas-dinas yang terkait seperti kepada dinas BAPPEDA, Biro Pemerintahan dan
kepada gubernur selaku pemerintah pusat di daerah. Pemerintah Provinsi Riau
dalam hal inic biro pemerintahan dan otonomi daerah telah melakukan
kewengannya yang dimilikinya untuk menfasilitasi usulan dari pemerintah
Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak
Fakhrudin, S.Sos Kepala Bagian Perbatasan Biro Pemerintahan:

“seandainya pemerintah daerah kabupaten dalam pengusulan kegiatan
pembangunan kawasan perbatasan ini langsung mau kekementerian atau dinas
teknis lainnya, "itu perlu mengetahui gubernur dan kami siap memfasilitasi
pemerintah daerah dengan memberikan - surat rekomendasi kepada pemerintah
daerah kabupaten ‘'misalnya di meranti pada bagian perbatasan disana ini
langsung mengusulkan™ kegiatan ke BNPP. itusperlu kami di provinsi yang
memberikan rekomendasi kecuali.undangan.dari pemerintah dalam hal ini BNPP
kepada daerah kabupaten/kota itu bisa tanpa rekomendasi.”

Pentingnya kesadaran akan koordinasi yang dilakukan pemerintah daerah

kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Riau dalam pengusulan program
pembangunan melalui DAK kepada pemerintah pusat. Pengusulan program
pembangunan yang dilakukan berjenjang dan dilakukan pertemuan-pertemuan

kait pengusulan kegiatan. Setiap perangkat daerah melakukan pengusulan

> Hasil wawancara bersama bapak Fakhrudin, S.Sos Kepala Bagian Perbatasan di Biro

Pemerintahan dan Otonomi daerah Provinsi Riau pada tanggal 23 juli 2019 pada pukul 14.00 wib

110



kegiatan melalui elektornik aplikasi KRISNA. Berdasarkan wawancara penulis
dengan ibuk Rizki Rahma Wati selaku Bidang I11 Ekonomi dan Sumber Daya Manusia
BAPPEDA Provinsi Riau menjelaskan bahwa :"

“Pembangunan di Provinsi Riau melalui dana APBN dari pemerintah
haruslah melalui beberapa tahapan pertemuan sampai pencairan dana di tingkat
daerah.-untuk pertemuan dengan pemerintah pusat sudah dilakukan enam kali
pertemuan dengan kementerian keuangan, Bappenas terkait usulan kegiatan
pembangunan. Tahun 2019+ini~sudah 'dilakukan, pengiriman usulan kegiatan
pembangunan dari dana DAK untuk di realisasikandi tahun.2020, sehingga
penetapan usulan, memverifikasi dan perbaikan usulan kegiatan dilakukan
sampai pada tahapan sinkronisasi usulan dengan anggaran yang di sediakan
pemerintah pusat dalam hal ini kementerian keuangan sampai tahapan pencairan
dan pelaksanaan pembangunan di daerah."

Pentingnya kesadaran antar perangkat daerah dalam sinkronisasi usulan

kegiatan, dan Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan pertemua-pertemuan
terkait usulan kegiatan melalui dana DAK. Hubungan antar pemerintah daerah
berdasarkan tingkat pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi sudah dilakukan
hal ini dalam bentuk administrasi-melalui-surat rekomendasi dan juga melalui
Fokus Group Discussion (FGD) Pemerintah Daerah Provinsi Riau kepada
kementerian.

Penilaian kesadaran pentingnya koordinasi berdasarkan aspek kedua yakni
tingkat ketaatan terhadap hasil koordinast Pembangunan kawasan perbatasan.
Mekanisme pengusulan pembangunan setelah melalui beberapa tahapan sampai
penetapan usulan yang telah di sinkronisasi dengan kementerian keuangan
ternadap ketersedia keuangan untuk pembangunan di tingkat daerah. Penetapan

usulan kegiatan yang telah dilakukan oleh kementerian maka akan dilakukan

7 Hasil wawancara penulis dengan ibuk Rizki Rahma Wati selaku Bidang 11l Ekonomi dan
Sumber Daya Manusia BAPPEDA Provinsi Riau pada tanggal 25 juli 2019 pada pukul 15.00
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tahapan pencarian yang sebelumnya pemerintah daerah kabupaten/kota harus
memenuhi persyaratan administrasi sebelum dilakukan pencairan. Berkaitan
dengan pembangunan kawasan perbatasan antar Negara perencanaan yang telah
ditetapkan pemerintah melalui. beberapa_kementerian yang terkait maka akan
ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
tentang rencana aksi pengelola, perbatasan jantar, Negara di daerah. Berdasarkan
wawancara penulis dengan bapak Drs. Dedy Alexander Kepala Sub Bagian
Perbatasan Antar Negara menjelaskan bahwa :"

“Pembangunan diperbatasan antar negara di Kabupaten Kepulauan
Meranti dilakukan di 6 Lokpri yang berbatasan laut dengan negara tetangga.
Rencana pembangunan yang disetujui akan dilakukan-fekus pada Lokpri tersebut,
namun dalam pelaksanaannya sering daerah belum siap menerima pembangunan
tersebut hal ini dalam tahapan pencairan anggaran dan pengusulan data
pendukung sehingga beberapa program tersebut tidak dapat dilakukan contohnya
pada pembangunan SPAM, itu pemerintah daerah belum siap dalam pembebasan
lahan sedangkan pemerintah setiap pembangunan SPAM harus pakai sertifikat
tanah yang sudah siap digunakan. untuk “pembangunan. Jangan sampai
pembangunan yang sudah dibuat tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
sehingga dibangun ditempat lain karena hal ini pernah terjadi di daerah lain.”

Penulis melakukan penilaian bahwa setiap tahunnya banyak pembangunan

yang tidak bisa terealisasi di tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti disebabkan
belum siapkan pemerintah daerah dalam menyiapkan kebutuhan untuk dilakukan
pembangunan. Pencairan anggaran dana DAK yang dilakukan 2 sampai 3 tahapan
pencairan dengan beberapa syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke

Daerah Dan Dana Desa.

7 Hasil wawancara penulis dengan bapak Drs. Dedy Alexander Kepala Sub Bagian Perbatasan
Antar Negara pada tanggal 11 juli pukul 13.00
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Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa pada

C. lan Desember.
sisa dari pagu

DAK Fisik per

jenis per bida Penyaluran DAK
Fisik dan Dan penyaluran, dengan

1. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan

2. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK
Fisik per jenis dan/ a tau per bidang tahun anggaran sebelumnya

3. rencana kegiatan yang telah disetujui oleh kementerian negara/

lembaga teknis terkait
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dana APBN khususnya dari dana DA

4. daftar kontrak kegiatan meliputi data kontrak kegiatan, data bukti

pemesanan barang atau bukti sejenis, data pelaksanaan kegiatan

swakelola, dan/ atau data kegiatan dana penunjang.

paling sedikit
rima di RKUD
bidang sampai

/o (tujuh puluh

melibatkan mekanisme yang banyak

sehingga tuntutan kepada pemerintah daerah untuk siap menerima segala tahapan-
tahapan. Mekanisme melalui peraturan menteri tersebut untuk melihat juga
kesiapan dan ketaatan dari pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan
atas koordinasi yang sudah dibangun atau direncanakan sampai ketingkat

pemerintah pusat. Pemerintah daerah perbatasan seperti dikabupaten kepulauan
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meranti memerlukan kesiapan daerah dalam melakukan pembangunan serta
sebelum pencairan diperlukan data-data pendukung seperti detail engineering
design (DED), pembebasan lahan bersertifikat dan data pendukung lainnya yang
diperlukan untuk.dilengkapi dalam aplikasi. KRISNA. Berdasarkan wawancara
penulis_dengan bapak Ferry Yunanda, ST.MT selaku Kasubag Perencanaan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tienjelaskan bahwa : ™

“ Dalam hubungan koordinasi pemerintah provinsi riau lebih banyak
melakukan koordinasi kepada pemerintah, sedangkan kabupaten/kota ke
pemerintah provinsi riau. Untuk berkaitan dengan pembangunan kawasan
perbatasan antar negara, pemerintah daerah melalut perangkat daerah teknis
dalam hal Ini Dinas PUPR Kabupaten berkoordinasi dengan dinas PUPR
provinsi riau.dan juga kepada Satker yang terkait dengan pembangunan baik
bidang cipta karya atau bina marga. Sedangkan untuk pelaksanaan itu dari
kementerian PUPR akan mengundang pemerintah daerah yang terkait untuk
melaksanakan relalisasi pembangunan.”

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis bahwa indicator kedua

mengenai kesadaran pentingnya koordinasi baik di tingkat pemerintah daerah
kabupaten maupun pemerintah provinsi sudah berjalan.-baik namun belum
optimal. Berkaitan ~dengan aspek tingkat pengetahuan pelaksana terhadap
koordinasi sudah berjalan dengan baik dimana sudah dilakukan pertemuan atau
forum diskusi serta Pemerintah Provinsi Riau sudah memfasilitasi daerah untuk
melakukan usulan pembangunan. Namun dilihat dari aspek tingkat ketaatan
ternadap hasil koordinasi masih belum optimal karena kesiapan daerah dalam
melakukan data pendukung dan melakukan mekanisme pencairan anggaran yang

seuai dengan peraturan menteri keuangan

" Hasil wawancara penulis dengan bapak Ferry Yunanda, ST.MT selaku Kaubag Perencanaan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau tanggal 20 juli 2019 pada pu kul 11.00
wib
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3. Kompetensi partisipan, kalender pemerintahan.

Pembangunan infrastruktur dikawasan perbatasan yang menggunakan
anggaran APBN dari pemerintah tentu harus dilakukan oleh sumber daya manusia
atau aparatur sipilsnegara (ASN).dari perangkat-daerah yang.memiliki kompetensi
yang baik dan kemampuan untuk menyesuaikan perubahan kebijakan nasional
tentang mekanisme perencanaan; |penganggaran, persiapan teknis, pelaksanaan,
pelaporan, pemantauan dan evaluasi. Kompentensi partisipan dari masing-masing
ASN di SKPD pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi menenutukan
keberhasilan akan pembangunan kawasan perbatasan antar negara.

Pengusulan kegiatan pembangunan melalui dana DAK fisik bagi kawasan
perbatasan dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten/Kota dan- provinsi melalui
aplikasi KRISNA yang sebelumnya masing-masing SKPD menyusun kebutuhan
akan usulan kegiatan dan mempersiapkan segala kebutuhan data-data pendukung
seperti DED dan kelengkapan dokumen lainnya, yang nantinya BAPPEDA
sebagai admin melakukan input proposal usulan kebutuhan dari pemerintah
daerah sesuai dengan prioritas pembangunan kebijakan nasional.

Kompentensi partisipan.._dari. ASN harus menyesuaikan terhadap
perkembangan teknologi informasi, sehingga ASN dituntut untuk mampu
menyusun kebutuhan usulan program pembangunan oleh masing-masing OPD
dengan berkoordinasi bersama BAPPEDA. Ada pun mekanisme pengusulan

program kegiatan melalui aplikasi KRISNA sebagai berikut:
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Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Hambali Nanda M, Sos,
M.Si Bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi BAPPEDA Kabupaten
Kepulauan Meranti menjelaskan bahwa:

“Pengusulan  program-. pembangunan- dilakukan ~cleh masing-masing
SKPD sesuai dengan kewenangannya. Misalnya dinas perhubungan pengusulan
pembangunan pelabuhan, kemudian dinas pekerjaan umum mengusulkan jalan,
rumah layak huni, air minum dan. sanitasi sesual kebutuhan masyarakat yang
dilakukan SKPD. Sebelumnyakita mengadakanipertemuan dengan perangkat
daerah terkait termasuk inspektorat juga agar tidak terjadi~tumpang tidah
program pembangunan. Pengusulan program banyak Kita lakukan dari
pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat”

Pengusulan kegiatan pembangunan dilakukan Pemerintah Kabupaten

Kepulauan = Meranti dengan melibatkan "SKPD = yang sesuai dengan
kewenangannya. Banyak usulan kegiatan pembangunan  yang dilakukan
Pemerintah Kabupaten Kepulauan iMeranti namun banyak program pembangunan
yang tidak sesuai dengan prioritas kebijakan nasional, walaupun program tersebut
tetapi tidak memenuhi data-data pendukung seperti DED, TOR, surat pengantar,
surat rekomendasi gubernur dan lain-lain. Untuk itu sangat penting kompentensi
partisipan dalam pembangunan kawasan perbatasan yang bukan hanya bagi
pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tetapi juga Pemerintah Provinsi Riau
karena permasalahan yang dihadapi masing-masing SKPD berkaitan dengan
kesiapan daerah.

Kemudian berkaitan kompentensi partisipan dalam hal ini SKPD dalam
tahapan pencairan anggaran dana APBN seperti dana DAK tidak sesuai dengan

mekanisme peraturan menteri keuangan dan setelah usulan ditetapkan namun

7® Hasil wawancara degan bapak Hambali Nanda M, Sos, M.Si Bidang perencanaan, pengendalian,
dan evaluasi BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 16 Juli pukul 15.30 wib
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pemerintah daerah tidak siap melengkapi kebutuhan dokumen untuk melakukan

pencairan anggaran seperti pada tahap 1 pencairan membutuhkan :

1.

1.

2.

Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan

Berita Acara Pembentukan Tim Pengadaan

Berita Acara Survei Harga Bahan, Upah dan Sewa Alat
Undangan Pengadaan Bahan/Material

Penawaran dari pemasok

Surat Pernyataan Kebenaran Usaha

Berita Acara Penentuan Pemenang
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7. Surat Penyataan Tidak Menuntut Ganti Rugi
8. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan

9. Surat Perintah Kerja (SPK)

ari realisasi

dir Pekerja,
Catatan A erja, Rekapitule : ngguan, Rekapitulasi
Kemajuan Acara Hasil
Pemeriksaa ) an 60%,100%).

Kemudian

8. Laporan Penggunaan Dana (LPD
Analisis penulis terhadap kompentensi partisipan di Pemerintah Provinsi
Riau Dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap pembangunan
kawasan perbatasan masih belum maksimal, hal ini dilihat dari ketidaksiapan
daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam membuat data pendukung untuk

pembangunan sehingga usulan kegiatan tidak terima seperti usulan kegiatan untuk
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penangangan abrasi di pulau terluar dan hal itu tidak masuk dalam Rencana Aksi
Pembangunan tahun 2017 dan tahun 2018 yang ditetapkan BNPP. Kemudian

kompentensi partisipan dalam hal pencairan anggaran yang dari dan DAK oleh

i. Riau masih minim

strasi berupa

tah.

2 GUE

Ke pemerintahan

dalam koo pemerintahan
sudah diteta

penyesuaian
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Ketaatan pemerintah daerah akan kalendar pemerintahan yang sudah
ditetapkan pemerintah tentu harus disesuaikan kewenangannya yang dimiliki
masing-masing SKPD. Pengusulan kegiatan mulai dilakukan pada awal bulan
januari dan padasbulan” maret. minggu pertama sampaiwapril minggu kedua
dilakukan pengusulan kegiatan melalui aplikasi KRISNA. Pemerintah Provinsi
Riau bersama dengan Pemerintah: Kabupaten Kepulauan Meranti telah melakukan
pengusulan kegiatan sesuai dengan kalendar pemerintahan agar target dari proses
kebijakan dalam berjalan. Penyampaian usulan kegiatan telah dilakukan oleh
pemerintah daerah dan akan dilakukan penilaian oleh pemerintah akan usulan
tersebut.

Sedangkan dalam proses pencairan penganggaran ketaatan pemerintah
daerah masih tidak sesuai dengan Jadwal penganggaran dan pengalokasian DAK
Fisik. Hal ini- dilihat dari, sanksi administratif penundaan dan pembatalan
pencairan anggaran dari APBN. Sedangkan pemerintah telah.-memberikan jadwal
pencairan anggaran agar disesuaikan oleh pemerintah provinsi riau dengan
melengkapi dokumen yang telah ditetapkan oleh. pemerintah. Adapun jadwal
pencarian sebagai berikut.

a. tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juli,
b. tahap Il paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Oktober.
c. tahap Il paling cepat bulan September dan paling lambat bulan Desember
berdasarkan kesimpulan penulis terhadap indiktor kompentensi partisipan
dan kalendar pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Dan

Pemerintah Provinsi Riau masih belum optimal, sehingga diperlukan perbaikan.
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4. Penetapan Kesepakatan dan komitemen.

Pembangunan kawasan perbatasan antar negara di Kabupaten kepulauan

meranti oleh pemerintah daerah kabupaten maupun dari pemerintah provinsi riau

, P &

teknis & Data Pendukung.
+ Masukan DPD dan DPR RI
Catstan:
Forum TIDAX membahas
jumish alokasi

Desk pec Kementerian:
Pembahasan mencakup
DAX Reguler, Afirmasi
dan Penugasan

)

(

Pengelotaan Data datam Forum
Sinkronisasi dan Harmonisasi dengan
Aplikasi SINKRON DAK FISIK

NISASI

SIK 2018

Dibahas dengan
Banggar DPR~ RI

|

Smoothingdan
Finalisasi Hasll Akhir
ANokas DAK untuk
ditandatangani
Banggar
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Kegiatan pembangunan dalam forum sinkronisasi dan harmonisasi
pemerintah daerah diundang untuk menyampaikan data pendukung dan
menyakinkan pemerintah akan kebutuhan daerah berkiatan dengan pembangunan
infrastruktur. Sebelum mengadakan pertemuan dengan pemerintah sebelumnya
Pemerintah Provinsi Riau mengadakan musrenbang provinsi denga mengundang
pemerintah daerah kabupaten/kota ‘di provinsi. riau. Berdasarkan wawancara
penulis dengan bapak paidi, S.Hut, M.T selaku . Kasubid Perencanaan
Pembangunan BAPPEDA Provinsi Riau menjelaskan bahwa :”’

“ penyesuaian program Pemerintah Provinsi Riau dengan daerah selalu
dilakukan ~dalam agenda tahunan mengundang pemerintah daerah
kabupaten/kota - untuk hadir dalam agenda musrenbang provinsi untuk
menyampaikan kebutuhan daerah dan sesuai dengan program pembangunan di
Provinsi Riau. Segala masukan dan kebutuhan. disampaikan dalam forum
tersebut.”

Berdasarkan wawancara tersebut penulis menilai bahwa dalam agenda

musrenbang provinsi yang disampaikanroleh;pemerintah daerah kabupaten/kota
terhadap prioritas pembanguan dan potensi daerah serta isu-isu strategis
pembangunan masih belum mengakomodasi hal spesifik terhadap pembangunan
kawasan perbatasan, hal .ini dikarenakan penyampaian kegiatan musrenbang
mendengarkan dan menyampaikan kebutuhan pemerintah daerah kepada
pemerintah provinsi riau untuk dilakukan agenda atau program kegiatan yang
mencakup semua bidang pemerintahan berdasarkan urusan konkuren.

Berkaitan dengan pembangunan kawasan perbatasan antar negara terhadap
isu-isu strategis pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan. Maka

pemerintah melakukan forum sinkronisasi dan harmonisasi terhadap usulan

77 Hasil Wawancara Bersama bapak paidi, S.Hut, M.T, Kasubid Perencanaan Pembangunan
BAPPEDA Provinsi Riau Pada tanggal 25 Juli 2019 Pada Pukul 11.30 Wib
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kegiatan dan penetapan kesepakatan. Namun dalam proses forum tersebut
pemerintah  kabupaten kepulauan meranti tidak selalu mendapatkan
pendampingan dari pemerintah provinsi riau. Berdasarkan wawancara penulis
dengan bapak Yusril Lubis,S:H.sebagai Kasubag potensi perbatasan kabupaten
Kepulauan meranti menjelaskan bahwa :'®

“ hambatan dalam hubungan. denganspemerintah provinsi riau berkaitan
dengan pendampingan-'dalam usulan prioritas’ pembangunan untuk kawasan
perbatasan. Sering kali kita menagendakan untuk penangganan abrasi yang
menjadi masalahan perbatasan antar negara di pulau rangsang setiap tahunnya
puluhan KM habis tanah tepi pantai terkikis abrasi. Pada tahun 2019 ini
kementerian kemaritiman mengunjungi daerah yang terkena abrasi di rangsang.”

Usulan kegiatan yang diprioritaskan oleh daerah kabupaten tentu harus

mendapatkan dukungan dari pemerintah provinsi, namun penulis juga melakukan
perbandingan pendapat terhadap.soal pendampingan. Berdasarkan wawancara
penulis dengan bapak Fakhrudin, S.Sos Kepala Bagian Perbatasan Biro
Pemerintahan;”™

“ pendampingan bagi pemerintah daerah sudah dilakukan dan kita
memfasilitasi pemerintah daerah untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah
dalam hal ini BNPP. Namun dalam forum-forum sinkronisasi tentu ada beberapa
teknis yang dialami oleh pemerintah provinsi. Misalnya dalam undangan untuk
pendampingan dari pemerintah kepada pemerintah provinsi riau tentu harus
menunggu disposisi dari pimpinan dalam hal ini gubernur untuk memerintahkan
bawahannya untuk berangkat bisa pak asisten, pak kepala biro, jika saya yang
disuruh berangkat saya siap berangkat, Asalkan ada disposisi dari gubernur
untuk melakukan pendampingan. Peran pemerintah provinsi dalam forum
tersebut memfasilitasi daerah untuk berada pada pos-pos kementerian yang
ditentukan sesuai dengan agenda kebijakan atas usulan kegiatan.”

’® Hasil wawancara bersama bapak Yusril Lubis. S.H sebagai Kasubag potensi perbatasan
kabupaten Kepulauan meranti pada tanggal 15 juli 2019 pada pukul 09.00 wib

™ Hasil wawancara bersama bapak Fakhrudin, S.Sos Kepala Bagian Perbatasan di Biro
Pemerintahan dan Otonomi daerah Provinsi Riau pada tanggal 23 juli 2019 pada pukul 14.00 wib
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Pembanguan kawasan perbatasan antar negara di Kabupaten Kepulauan
Meranti dalam penetapan kesepakatan dan komitemen dari Pemerintah Provinsi
masih belum optimal, hal ini dikarenakan kendala-kendala teknis. Kemudian
masih terdapat ego sektoral dari. kewenangan.yang diterima. pemerintah provinsi
sehingga koordinasi dinilai harus berjenjang artinya pemerintah provinsi oleh
beberapa SKPD merasa enggan ‘untuk/ melakukan koordinasi ke daerah
kabupaten/kota, sehingga harus pemerintah kabupaten/kota yang harus ekstra
melakukan koordinasi, seharusnya baik pemerintah provinsi- dan kabupaten
melakukan sinkronisasi kegiatan.

Kesepakatan dan komitemen untuk terus melakukan perbaikan dalam
pengusulan kegiatan pembanguan kawasan perbatasan antar negara harus lebih
ditingkatkan agar hasil pembangunan tersebut bermanfaat untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat. Isusisu pembangunan_diy kabupaten-kepulauan meranti
dihadapkan pada kondisi penangganan abrasi yang tidak ada habisnya. Sedangkan
kegiatan pembangunan dari tahun 2017-2018 berdasarkan ketetapan BNPP tidak
memasukan agenda penangganan abrasi untuk dilakukan pencegahan dengan
membangun pemecah ombak dan.penanaman.mangrove.

5. Insentif koordinasi

Insentif koordinasi dalam pembangunan kawasan perbatasan antar negara
berkaitan dengan sanksi yang diberikan atasan dalam hal ini pemerintah terhadap
pemerintah daerah yang tidak menaati kesepakatan bersama atas penggunaan
anggaran APBN. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah daerah

kabupaten kepulauan meranti tentu tidak lepas dari laporan pertanggungjawaban
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atas penggunaan anggaran. Pemerintah Provinsi Riau yakni gubernur sebagai
wakil pemerintah pusat di daerah memiliki kewenangan untuk melakukan
pembinaan dan pengawasan.

Pemerintah mempertegas._sanksi_.bagi kepala »daerah yang tidak
menjalankan program strategis nasional. Kewajiban menjalankan agenda nasional
ini tertuang dalam Peraturan_Reesiden:Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pemberian sanksi tersebut
ditetapkan oleh Presiden yang dikeluarkan oleh menteri untuk daerah provinsi.
Sementara itu, sanksi bagi pemerintah kabupaten kota dikeluarkan oleh menteri
melalui gubernur. Pemerintah menetapkan 19 kategori kesalahan pemerintah
daerah (pemda) yang dapat dijatuhi sanksi administatif. Berkaitan dengan
pembangunan kawasan perbatasan antar negara maka Pemerintah Provinsi Riau
sebagai wakil pemerintah pusat di daerah memberikan sanksi-kepada pemerintah
daerah kabupaten/kota berupa pemotongan anggaran dan penundaan pencairan
anggaran pembangunan dari kementerian.

Berdasarkan “wawancara penulis dengan bapak winhardi, S.T selaku

Kasubid Cipta Karya Dinas Pekerjaan “Umum  Kabupaten Kepulauan Meranti

menjelaskan bahwa :*°

“Pelaksanaan pembangunan fisik yang sudah dilaksanakan oleh dinas
pekerjaan umum yang melalui dana DAK tentu akan dilaporkan oleh kepala
daerah. untuk usulan kegiatan yang sudah disetujui itu akan dilakukan pencairan
anggaran, namun kita sering mengalami penundaan dan beberapa kegiatan
pembangunan tidak turun anggaran dari pemerintah, tentu hal ini akan
berdampak pada pembangunan, misalnya di kecamatan tasik putri puyu dan

8 Hasil wawancara penulis dengan bapak winhardi, S.T selaku Kasubid Cipta Karya Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 17 juli 2019 pukul 09.00 wib

127



kecamatan ranggsang pesisir itu sudah dianggarkan untuk pembangunan SPAM
air minum dibeberapa desa tahun 2018 namun tidak bisa direalisasikan.”
Berdasarkan wawancara tersebut diketahui pemerintah daerah kabupaten

kepulauan meranti dalam pembangunan kawasan perbatasan mengalami
penundaan dan- pencairan anggaran.tidak dapat dilakukan, hal ini karena
ketidaksiapan pemerintah daerah dalam usulan proposal yang di rencanakan
belum baik sesuai lokasi prioritas' yang -akan, dibangun. Kemudian dilihat dari
konsep DAK fisik sebagai instrument pendanaan yang memiliki mekanisme yang

bertahap-tahap belum dipahami secara baik oleh daerah provinsi dan kabupaten/

kota. Hal ini akan berdampak pada realisasi anggaran yang tidak dapat dilalukan,

seperti pada sector air minum yang akan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tabel IV:17 Realisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Antar Negara
di Kabupaten Kepulauan Meranti bidang Air minum tahun 2018

No Program/kegiatan An(glg;;’an Lokpri Keterangan

1 | Revitalisasi SPAM IKK Belitung 15.000.000.000¢, | Merbau Terlaksana

2 | Penyedian penampungan air hujan bagi | 1:500.000.000 | Merbau Tidak Terlaksana
masyarakat berpenghasilan rendah

3 | Revitalisasi SPAM IKK Bantar 5.000.000.000 | RangsangBarat | Tidak Terlaksana

4 | Penyedian fasilitas penampungan air | 1.800.000.000 | RangsangBarat | Tidak Terlaksana
hujan bagi masyarakat berpenghasilan
rendah

5 | Pembangunan SPAM Perdesaan Desa | 900.000.000 Rangsang Pesisir | Tidak Terlaksana
Tenggayun Raya

6 | Pembangunan SPAM Perdesaan Desa | 900.000.000 Rangsang Pesisir | Terlaksana
Bunggur

7 | Penyedian fasilitas penampungan air | 1.650.000.000 | Rangsang Pesisir | Tidak Terlaksana
hujan bagi masyarakat berpenghasilan
rendah

8 | Pembangunan SPAM Perdesaan Desa | 900.000.000 Tasik Putri Puyu | Tidak Terlaksana
Mengkopot

9 | Pembangunan SPAM Perdesaan Desa | 900.000.000 Tasik Putri Puyu | Tidak Terlaksana
Mengkirau

10 | Pembangunan SPAM Perdesaan Desa | 60.000.000 Tasik Putri Puyu | Tidak Terlaksana
Kudap

11 | Penyedian fasilitas penampungan air 1.500.000.000 | Tasik Putri Puyu | Tidak Terlaksana
hujan bagi masyarakat berpenghasilan
rendah

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti, Tahun 2019
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Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada realisasi pembangunan
sector air minum di Kabupaten Kepulauan Meranti yang bersumber dari dana
APBN, yang sebelumnya ditetapkan oleh Peraturan Kepala Badan Nasional
Pengelola Perbatasan Nomao 3. Tahun 2017 Tentang Rencana Aksi Perbatasan
Negara Tahun 2018 masih dinilai minim. Realisasi anggaran pada sector air
minum telah ditetapakn terdapat=11 titik pembangunan di 4 Lokpri di Kabupaten
Kepulauan Meranti.. Tentu hal ini akan berdampak pada target-target nasional
tidak tercapai-kebijakan nasional tidak dapat tercapai. Berdasarkan wawancara
penulis dengan bapak Ferry Yunanda, ST.MT selaku Kasubag Perencanaan Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjelaskan bahwa : *

“ untuk-penyaluran dana DAK perangkat daerah di Provinsi Riau juga
mendapatkan penyaluran anggaran, namun bukan bersumber dari dana DAK
afrimasi untuk kawasan perbatasan. Penyaluran anggaran melalui mekanisme
kepada kementerian secara bertahap. Namun seandainya persyaratan pengusulan
pencairan tahap 1 tidak di penuhi maka pencairantidak dapat dilakukan.”

Penggunaan anggaran melalui dana APBN khususnya dana DAK untuk

pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan di Kabupaten Kepulauan Meranti
mengalami penundaan, hal ini disebabkan ketidaksiapan pemerintah kabupaten
dalam mengusulkan pencairan anggaran. Haluini juga berlaku bagi pemerintah
provinsi riau masih belum mampu menyesuaikan persyaratan untuk dilakukan
pencairan anggaran, karena pada tahun 2019 provinsi riau mendapatkan alokasi
anggaran dari pemerintah pusat sebesar 1.9 Triliun nhamun menjelang penutupan
penyampaian pencairan anggaran tahap 1 masih ada 1.7 Triliun anggaran yang

belum dilakukan pencairan dari masih SKPD provinsi riau dan beberapa

8 Hasil wawancara penulis dengan bapak Ferry Yunanda, ST.MT selaku Kaubag Perencanaan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau tanggal 20 juli 2019 pada pu kul 11.00
wib
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kabupaten/kota di provinsi riau. Pencairan yang tidak dilakukan maka pencairan

anggaran akan dibatalkan oleh kementerian. Tentu akan berdampak pada

pembangunan inftastruktur kawasan perbatasan antar negara yang ada di

. Tidak pernah menyampaikan laporan keuangan dan barang sesuai
ketentuan yang berlaku pada tahun anggaran sebelumnya

c. Melakukan penyimpangan sesuai hasil pemeriksaan BPK, BPKP, Itjen

kementerian/lembaga atau aparat pemeriksaan fungsional lainnya.

Berdasarkan analisis penulis mengenai program pembangunan kawasan

perbatasan antar negara yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau dan
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Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memperlihatkan hubungan yang
kurang sinkron dalam pencairan kegiatan sehingga berdampak pada sanksi yang

diberikan pemerintah. Seharusnya baik Pemerintah Provinsi Riau melakukan

nan kawasan
perbatasan i Suatu mekanisme
yang akan sampai tujuan

pembanguna uk  mens akukan. Setiap

Kepulauan Meranti telah melakukan hubungan koordinasi dalam mekanisme
pembangunan kawasan perbatasan antar negara melalui usulan kegiatan yang
bersumber dari dana DAK. Mekanisme pengusulan kegiatan melalui aplikasi
KRISNA yang tersinkronisasi mulai dari pemerintah kabupaten/kota, pemerintah

provinsi sampai kepada pemerintah. Mekanisme koordinasi pengusulan program

dan pencairan dana DAK di pemerintah daerah tentu harus dilakukan perbaikan.
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Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak paidi, S.Hut, M.T selaku Kasubid

Perencanaan Pembangunan BAPPEDA Provinsi Riau menjelaskan bahwa :*2

“Perbaikan terhadap sistem pengusulan proposal melalui dana DAK yang
dilakukan melalui-aplikasi KRISNA di BAPPEDA kabupaten/kota, kini setiap
usualan kegiatan akan menyesuaikan program pembangunan yang tersedia di
sistem -aplikasi KRISNA, dan pemerintah kabupaten/kota tidak perlu lagi
melakukan pengiriman hardcopy terhadap e-proposal yang usulkan kepada
kementeriansseperti tahun-tahun-sebelumnya.

Berdasarkan wawancara tersebut sudah dilakukan perbaikan sistem
pengusulan kegiatan sehingga feedback terhadap forum-forum koordinasi yang
dilakukan mulai tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan kementerian
telah memberikan perubahan akan sistem pengusulan pembangunan bagi
pemerintah ~daerah terlebih lagi untuk percepatan pembangunan kawasan

perbatasan antar negara.

Feedback yang dapat “dilakukan /dalam Koordinasi hubungan Pemerintah
Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berupa perbaikan
dalam mengusulkan Kegiatan pembangunan. Kuantitas pengusulan kegiatan
diperlukan namun kualitas dari ‘perencanaan pembangunan yang baik sangat
dibutuhkan, usulan kegiatan yang memiliki rincian kegiatan yang detail dan sesuai
prioritas kebijakan nasional. Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Yusril
Lubis,S.H sebagai Kasubag potensi perbatasan kabupaten Kepulauan meranti

menjelaskan bahwa :%

8 Hasil Wawancara Bersama bapak paidi, S.Hut, M.T, Kasubid Perencanaan Pembangunan
BAPPEDA Provinsi Riau Pada tanggal 25 Juli 2019 Pada Pukul 11.30 Wib

® Hasil wawancara bersama bapak Yusril Lubis. S.H sebagai Kasubag potensi perbatasan
kabupaten Kepulauan meranti pada tanggal 15 juli 2019 pada pukul 09.00 wib
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“ kita selalu mengusulkan kegiatan pembangunan kepada pemerintah
pusat, namun tidak semua usulan tersebut diterima. Kita harus menyesuaikan
anggaran yang telah disiapkan pemerintah pusat. Untuk usulan penangganan
abrasi sudah beberapa tahun yang lalu kita usulkan kepada BNPP dan sudah
sering juga berkoordinasi. Alhmdulilah pada tahun 2019 bupati, gubernur sudah
melakukan pembahasan mengenai hal _tersebut ‘bersama kementerian
kemaritiman.”

Selanjutnya masukan balik terhadap koordinasi di Pemerintah Provinsi

Riau dan Pemerintah Kabupaten: Kepulauan Meranti berkaitan dengan kesiapan
daerah melakukan pencairan anggaran APBN sesuai dengan format yang diatur
dalam peraturan menteri keuangan. Perlu dilakukan pembinaan bagi SKPD di
lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan
Meranti dalam mekanisme pencairan dana DAK, agar tidak mengalami sanksi
adminstrasi dart pemerintah berupa penundaan pencairan- dan pembatalan
anggaran. Sanksi yang diberikan pemerintah kepada daerah kabupaten kepulauan
meranti terhadap program kegiatan yang tidak, dapat terealisasikan akibat dari
tidak turunnya anggaran dari pemerintah tentu berdampak lambatnya bagi daerah-
daearah perbatasan seperti kabupaten kepulauan meranti untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

Feedback dalam koordinasi selanjutanya oleh Pemerintah Provinsi Riau
berkaitan dengan pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau
terhadap pemerintah kabupaten/kota dalam kegiatan forum-forum yang diadakan
oleh kementerian. Kendala teknis admistratif yang terjadi di tingkat Pemerintah
Provinsi Riau dalam mengutuskan perwakilan untuk mendampingi pemerintah

daerah hal tersebut tentu berdampak pada usulan kegiatan yang prioritas tidak bisa
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dilakukan karena perlu sinkronisasi antar pemerintah daerah untuk meyakinkan
pemerintah.

Menurut analisis penulis pemerintah pasti sudah melakukan perbaikan

masih belum efektif

i Riau dan
anggaran
pembang kawasan perbat eandainya tidak segera
dilakukan m mengelola

pemerintah ‘ ikan berda : e Jak dapat berjalan
dengan ba ga ';_ e Katka esejahteraan  dan

pembangung

diperoleh informasi bahwa faktor-faktor yang menghambat koordinasi Pemerintah
Provinsi Riau dalam pembangunan kawsan perbatasan antar negara di Kabupaten
Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi partisipan masih belum memadai

Dalam pembanguanan kawasan perbatasan antar negara sangat diperlukan

kemampuan partisipan dalam tahapan koordinasi baik ditingkat pemerintah daerah
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maupun dalam forum kegiatan yang diagendakan oleh kementerian. Dalam
kemampuan intelektual masing-masing SKPD sudah baik, namun belum mampu
menyesuaikan perubahan mekanisme kebijakan yang terjadi oleh peraturan dari
pemerintah pusat.«Dalam hal usulan kegiatan-pembangunan.yang menggunakan
perubahan system dari e-planning sekarang sudah di sinkronisasikan laporan
kinerja dan usulan kegiatan.melalui aplikasi KRISNA sehingga aparatur sipil
negara harus bisa menyesuaikan dengan kebijakan.

Kemudian koordinasi dalam tahapan pencairan anggaran APBN melalui
dana DAK telah diatur oleh kementerian dengan. mekanisme persyratan yang
harus dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Meranti sehingga mekanisme pengurusan dokumen admistratif harus
mammpu di pahami oleh setiap SKPD yang terkait agar tidak lagi terjadi sanksi
atas ketidak siapan daerah dalam pembangunan Kawasan perbatasan.

2. Kurang komitmen dari masing-masing SKPD

Komitemen pemerintah daerah baik tingkat pemerintah provinsi riau dan
pemerintah kabupaten. kepulauan meranti dalam< membangunan kawasan
perbatasan antar negara sangat diperlukan. - Namun kenyataannya komitmen untuk
berkoordinasi membangun daerah perbatasan antar negara masih kurang
dilakukan. Hal ini dilihat dari ketidaksiapan daerah dalam menyiapkan lokasi
yang akan dibangun. Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak winhardi, S.T
selaku Kasubid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti

menjelaskan bahwa :**

8 Hasil wawancara penulis dengan bapak winhardi, S.T selaku Kasubid Cipta Karya Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 17 juli 2019 pukul 09.00 wib
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“ hambatan dalam pelaksanaan pembangunan melalui dana DAK yang
realisasikan berkaitan dengan geografis daerah, karena misalnya SPAM yang
sudah dibangun itu memerlukan titik yang memiliki kualitas sumber air baku, hal
ini masih menjadi kendala kita dalam operasional SPAM di tanjung samak dan
sungai tohor. Beberapa pembanguan memerlukan. pembebasan lahan dari
masyarakat tentu_Pemerintah. Kabupaten Kepulauan Meranti harus menyiapkan
terlebih dahulu lahannya yang cocok untuk dibangun.”

Berdasarkan wawacara tersebut diketahu bahwa pemerintah kepulauan

meranti masih belum siap untuk melakukan pembanguan infrastruktur. Sedangkan
seharusnya = sebelum ‘perencanaan diusulkan harus ~menyiapkan data-data
pendukung dan pemerintah daerah harus. komitmen wuntuk membantu
menyediakan fasilitas/ lahan untuk dilakukan pembangunan yang sesuai
kebutuhan masyarakat dan lahan tanah tersebut memiliki kekuatan hukum
bersertifkat.

Sedangkan ditinjau dari komitemen dari Pemerintah Provinsi Riau yang
masih kurang dilihat dari~ketidaksiapan  dalam melakukan pemdampingan
terhadap forum-forum koordinasi tingkat kementerian bersama pemerintah
kabupaten/kota. Kemudian pada rapat musrenbang tingkat provinsi belum fokus
pada prioritas untuk pembangunan kawasan perbatasan antar negara, karena
ditingkat provinsi membahas Segala bidang pemerintahan bukan hanya pada
pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan saja, sedangkan beberapa daerah
di Provinsi Riau tidak termasuk kawasan perbatasan antar negara. Komitmen
pemerintah provinsi juga dalam hal pencairan anggaran melalui dana DAK
sedangkan banyak dana DAK tidak dapat terealisasikan di pemerintah daerah.

3. Minim Agenda forum koordinasi
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Kalendar pemerintahan dari pemerintah tentang jadwal mekanisme usulan
perencanaan, peganggaran dan pencairan anggaran mengenai pembangunan

melalui dana DAK sudah ditetapkan. Pemerintah daerah kabupaten/kota dan

provinsi 102 ] ’ S : tahapan-tahapan

menyiapkan data pen g d A Ngge erdapat kendala
dari interna
Meranti. K
untuk pem : dat: 0 '*: . - erhadap kawasan
perbatasan. .
dilakukan o
kawasan perbatas ab Va adivdi au pesisir bersama

kementerian d
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BAB V
KESIMPULAN
5.1. Kesimpulan

Dengan melihat hasil observasi dan.penelitian penulis dilapangan, maka
dapat ditarik kesimpulan bahwa Koordinasi Pemerintah Provinsi Riau dalam
pembangunan kawasan perbatasan antar Negara di kabupaten kepulauan meranti
sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi riau bersama Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Meranti ke pemerintah melalui kementerian namun-dalam prosesnya
koordinasi tersebut masih belum berjalan optimal. Hal ini dilihat dari realisasi
pembanguan infrastruktur yang belum banyak dilakukan di Kabupaten Kepulauan
Meranti. Beberapa indikator penilaian terhadap koordinasi sudah baik seperti
indikator komunikasi, teknologi informasi dan kesadaran pemerintah pentingnya
koordinasi dalam hal usulan-kegiatan.

Namun beberapa indikator penilaian koordinasi masih belum berjalan
seacara optimal diantaranya komitmen dan kesepakatan, kompetensi partisipan
dan ketaatan terhadap kalendar pemerintahan serta insentif koordinasi yang
berupa sanksi yang diberikan pemerintah terhadap daerah dalam hal penundaan
dan pembatalan anggaran APBN. Beberapa hambatan dalam koordinasi
Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti
berkaitan dengan kompetensi partispan terhadap kesiapan daerah dalam hal data
pendukung usulan kegiatan dan kesiapan daerah untuk menganggarkan
pembebasan lahan serta belum siapnya pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah

Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mekanisme pencairan anggaran dana APBN
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5.2.Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis merumuskan saran-saran

terkait penelitian koordinasi pemerintah provinsi riau dalam pembangunan
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